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RINGKASAN

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak yang wajib
disampaikan oleh pejabat pemeriksa yang bersangkutan terhadap
tersangka/terdakwa. Untuk tersangka/terdakwa anak juga memperoleh
seperangkat hak-hak yang sama dengan orang dewasa namun penanganannya juga
sudah pasti berbeda. Lebih spesifik lagi bahwa tersangka/terdakwa anak juga
didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS. Sebuah fakta, yaitu
putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:79/PID.B/2000/PN.BLT, dimana dalam
putusan ini tidak diketemukan keterangan yang menyebutkan bahwa hak-hak
untuk tersangka telah disampaikan oleh pejabat pemeriksa. Temyata dalam setiap
tingkat pemeriksaan terdakwa Surianto bin Mashuri tidak ditemukan keterangan
yang menyatakan bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ( dalam
putusan tersebul tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa
didampingi/tidak didampingi oleh penaschat hukumnya maupun keterangan yang
menyatakan bahwa lelah diberitahukannya hak-hak seorang terdakwa kepada
terdakwa Surianto bin Mashuri serta keterangan penolakan terdakwa untuk
didampingi oleh penasehat hukum). Padahal berdasarkan Pasal 56 KUHAP
dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban menunjuk penasehat hukum bagi
tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau
lebih atau bagi mercka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun
atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri.

Permasalah yang penulis ambil berdasarkan uraian diatas adalah (1)
Apakah Apakah dengan tidak adanya keterangan tentang penyampaian hak-hak
yang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan bantuan hukum dalam
putusan pengadilan dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan proses
persidangan batal demi hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP
dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak. (2) Apakah Hakim dalam memutus perkara
pidana tersebut dapat dikatakan telash menerapkan hukum tidak sebagaimana
mestinya karena atas dasar tidak dipenuhinva salah satu hak dari
tersangka/terdakwa anak yaitu dalam mendapatkan bantuan hukum.
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Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut, (1) Untuk
mengetahui dan memahami apakah dengan tidak adanya keterangan tentang
penyampaian hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan
bantuan hukum dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan proses
pemeriksaan dan proses persidangan batal demi hukum scbab menyimpang dari
bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak. (2) Untuk
mengetahui dan memahami apakah Hakim dapat dikatakan telah menerapkan
hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak terpenuhinya salah satu hak
terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini : tipe penelitian
menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah
statute approach (pendekatan undang-undang), sumber bahan hukum yang terdiri
dari 1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2. bahan hukum
sckunder yang terdiri dari buku-buku teks, hasil penelitian dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas
dan analisis bshan hukum yaitu menggunakan metode deduktif yang merupakan
pengembalian dari kesimpulan yang bersifat umum menuju hal yang bersifat
khusus.

Kesimpulan penulisi adalah (1) Putusan yang tidak mencantumkan
keterangan yang menyatakan bahwa hak tersangka dalam mendapatkan bantuan
hukum telah disampaikan tidak menyebabkan proses pemeriksaan serta proses
persidangan batal demi hukum karena tidak menyimpang dari bunyi Pasal 56
KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak sebab proses pemeriksaan terhadap
terdakwa telah sesuai dengan UU yang berlaku tentang tala cara penanganan
terhadap terdakwa anak dan penyusunan putusan ftersebut telah sesuai dengan
Pasal 197 ayat (1) KUHAP. (2) Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana
mestinya karena dalam acara pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa anak,
pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Putusan hakim juga menerapkan
hukum sebagaimana mestinya karena tidak ditemukan unsur yang dapat
menyebabkan putusan hakim dapat batal demi hukum, vaitu karena adanya
kesalahan dalam penyusunan putusan dan kesalahan dalam pemeriksaan sidang.

wiv
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia adalah terkait dengan
eksistensi Negara, sistem hukum dan implementasinya. Ketika pembahasan
memasuki lingkup implementasi ini, maka konstruksi negara ini yang disebut
sebagai negara hukum ikut diperscalkan. Perlindungan hak-hak asasi manusia di
negara hukum itu jelas ikut mempertanykan objektivitas atau fakia-fakia
implementasi hukumnya. Melalui aspek ini, akan dapat diketahui tentang kualitas
perlindungan hukum yang ditujukan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “penegakan hak asasi manusia

melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan

melibatkan  tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak

dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu mewujudkan

janji-janji serta kehendak-  kehendak yang tercantum dalam

(peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti

itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang,

untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk

mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan
tertentu dan sebagainya™. ( Fanny Tanuwijaya, 2001:1 )

Hak asasi manusia tidak bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat
penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang bisa secara optimal
menjembataninya, Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak
bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan
scbagai pijakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara hukum dengan rule of the law-nya menuntut ditegakkannya
tiang penyangga berupa asas-asas hukum yang harus dihormati
dalam penyelenggarsan negara, penghormatan  hak-hak  asasi
manusia, penyclenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat dalam
peradilan yang bebas. Asas legalitas misalnya dalam
penyelenggaraan negara harus terefleksi  dalam berbagai
indikator esensi hukum, transparansi mekanisme prosedur dan
operasionalisasi  yang legitim, yang menyangkut kehidupan
bermasyarakat banyak, Dengan demikian kekuasaan dalam negara
demokrasi menuntut syarat adanya paradigma nilai yuridis, jika tidak
maka akan menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia ( HAM )
dan  berbagni corak penyalahgunasan kekuasaan, ( Artidjo
Alkotsar, 2000:25 )
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Bahkan di dalam Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara
Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaat) dan bukan Negara
Kekuasaan (machstaar). Hal ini berarti Negara Republik Indonesia sebagai negara
hukum yang demokratis menuntut aparat penegak hukum untuk selalu berusaha
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Begitu
pula pejabat penyidik di setiap tingkat pemeriksaan, dalam tugas penyidikannya,
tidaklah boleh memanfaatkan kekuasaan yang dipecayakan kepadanya untuk
berbuat sewenang-wenang. Adapun ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain
dan tidak memihak;

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. ( Djoko Prakoso,

1986:1-2)

Perlindungan hak asasi manusia ( HAM ) yang dijadikan scbagai unsur
utama negara hukum tersebut merupakan jabaran dari konstitusi, bahwa negara ini
berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pengakuan
dan perlindungan demikian merupakan jaminan atau harkat dan martabat manusia
memperoleh tempat yang terhormat di depan hukum dan pemerintah. Dalam
posisi inl, manusin merupakan subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan
hak-hak kemanusiaannya, yang idealnya harus ditegakkan.

Menurut A. Masyhur Efendi, bahwa hak asasi dengan negara
hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum
berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat
terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara
hukum salah satu tujuannya melindungi  hak  asasi  manusia,
berarti hak dan sckaligus kebebasan perseorangan diakui,
dihormati, dan dijunjung tinggi. ( Fanny Tanuwijaya, 2001:3 )

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah melaksanakan dan mewujudkan
suntu negara hukum dalam praktek beracara dalam perkara pidana, yaitu dengan
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dengan memberikan hukum yang jelas
terhadap tersangka dan terdakwa. Namun seiring dengan berjalannya waktu

pelaksanaan KUHAP dalam prakteknya sekarang semakin tidak jelas atau kabur

I———
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(banyak ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP vang justru dilanggar sendiri oleh
pejabat pemeriksa berkenaan dengan hak dari tersangka maupun terdakwa),
misalnya adalah terjadinya tindak kekerasan dalam proses penanganan perkara
pidana, terutama pada tahap pemeriksaan penyidikan.

Penanganan perkara apabila tersangka atau terdakwanya adalah anak maka
harus dibedakan dengan perkara orang dewasa. Penanganan perkara anak yang
tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat, karena
sistem yang demikian akan merugikan anak yang bersangkutan. Anak yang
mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan
mempengaruhi sikap mentalnya. la akan merasa sangat ketakutan, merasa stress.
Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah
perkaranya selesai atau kembali kemasyarakat setelah menjalani masa hukuman
anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara
anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus
pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang
dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang
diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Untuk menangani perkara yang tersangka/terdakwanya anak-anak,
pemerintah bersama DPR telah membentuk peraturan tentang itu, vaitu Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hubungan antara
Undang-Undang Pengadilan anak dengan KUHAP dan KUHP merupakan
hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak
sebagai hukum khusus (Lex Specialis), sedang KUHAP dan KUHP merupakan
hukum umum (Lex Generalis). Sebagai hukum khusus Undang-Undang
Pengadilan anak didalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara
dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka
pengadilan.

Salah satu dari hak-hak tersangka atau terdakwa vang distur di dalam
KUHAP adalah hak untuk mendapat bantuan hukum pada setinp tingkat
pemeriksaan ( Pasal 54 KUHAP ), artinya bahwa tersangka atau terdakwa berhak
mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri Penasehat Hukumnya untuk
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semua tingkat pemeriksaan. Pasal 54 KUHAP tersebut kurang lebih sama artinya
dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Untuk tersangka/terdakwa anak juga memperoleh seperangkat hak-hak
yang sama dengan tersangka/terdakwa orang dewasa. Lebih spesifik lagi bahwa
tersangka/terdakwa anak juga wajib didampingi oleh petugas dari BAPAS dalam
memonitor dan mencari tahu bagaimana keseharian tersangka/terdakwa anak
dalam lingkungannya.

Sebuah  fakta, yaitu putusan  Pengadilan  Negeri  Blitar
Nomor:79/PID.B/2000/PN.BLT, dimana dalam putusan ini tidak diketemukan
keterangan yang menyebutkan bahwa hak-hak untuk tersangka telah disampaikan
oleh pejabat pemeriksa. Secara singkat akan diuraikan kronologis terjadinya
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Surianto bin Mashuri ( 18 tahun ).
Terdakwa adalah salah satu siswa STM Kodya Blitar. Pada hari Selasa tepatnya
tanggal 25 Januari 2000 sekitar pukul 11.00 WIB, dijalan Wilis Kodya Blitar telah
tertangkap membawa dan memiliki narkotika golongan | jenis daun ganja.
Surianto bin Mashuri tersebut tertangkap membawa dan memeliki daun ganja oleh
petugas dari POLRES Blitar sewaktu sedang melaksanakan tugas operasi/razia
dijalan Wilis Kodya Blitar. Maka berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blitar,
menyatakan bahwa terdakwa terbukti secars sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai
narkotika golongan | jenis daun ganja seberat + 0,5 (nol koma lima) gram.
Sebagnimana diatur didalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling
lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta
rupish ). Dan dalam putusannya Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa
oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Temnyata dalam setiap tingkat pemeriksaan terdakwa Surianto bin Mashuri
tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa didampingi oleh
penaschat hukumnya ( dalam putusan terscbut tidak ditemukan keterangan yang
menyatakan bahwa terdakwa didampingiftidak didampingi oleh penasehat
hukumnys maupun keterangan yang menyatakan bahwa telah diberitahukannya
hak-hak seorang terdakwa kepada terdakwa Surianto bin Mashuri seria keterangan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

penolakan terdakwa untuk didampingi oleh penasechat hukum). Padahal
berdasarkan Pasal 56 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban
menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati
atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat
hukum sendiri. Sebetulnya ancaman hukuman terdakwa Surianto bin Mashuri
sudah memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP serta Pasal 51
UU Pengadilan Anak yang memuat tentang hak memperoleh bantuan hukum yang
disampaikan oleh pejabat pemeriksa kepada tersangka/terdakwa anak. Namun
Tersangka Surianto bin Mashuri hanya didampingi oleh seorang Pembimbing
Kemasyarakatan dari BAPAS Kediri dan tidak didampingi oleh seorang penasehat
hukum.

Seharusnya dalam penerapan hukumnya bahwa setiap proses pemeriksaan
tersangka Surianto bin Mashuri harus didampingi oleh seorang penasechat hukum
atau setidaknya diberitahukan hak-haknya dalam hal mendapatkan bantuan hukum
vang diberitahukan oleh pejabat pemeriksa terhadapnya atau kemungkinan yang
lainnya bahwa tersangka memang menolak untuk didampingi oleh penaschat
hukum karena ancaman hukumannya sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun
dalam putusan tersebut tidak ditemukan sama sekali adanya keterangan yang
memberitahukan tentang hal-hal yang disebutkan diatas.

Berawal dari problematika yang telah penulis uraikan di atas itulah, maka
diambil judul berupa “ANALISIS YURIDIS TENTANG TIDAK
TERPENUHINYA HAK TERDAKWA ANAK DALAM MENDAPATKAN
BANTUAN HUKUM. ( Putusan Nomor 79/PID.B/2000/PN.BLT)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang
hendak di kaji adalah sebagai berikut :

. Apakah dengan tidak adanya keterangan tentang penyampaian hak-hak
vang diperoleh tersangka/terdakwa anak mendapatkan bantuan hukum
dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan proses pemeriksaan dan

proses persidangan batal demi hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal
56 KUHAP dan Pasal 51 UU Pengadilan Anak?
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2. Apakah Hakim dalam memutus perkara pidana tersebut dapat dikatakan
telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena atas dasar
tidak dipenuhinya salah satu hak dari tersangka/terdakwa anak yaitu dalam
mendapatkan bantuan hukum?

1.3  Tujuan Penelitian
Adapun yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
|. Untuk mengetahui dan memahami apakah dengan tidak adanya keterangan
tentang penyampaian hak-hak yang diperoleh tersangka/terdakwa anak
mendapatkan bantuan hukum dalam putusan pengadilan dapat
menyebabkan proses pemeriksaan dan proses persidangan batal demi
hukum sebab menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal 51 UU
Pengadilan Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah Hakim dapat dikataakan telah
menerapkan  hukum tidak schagaimana mestinya karena tidak
terpenuhinya salah satu hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya
tulis ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan,
dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun metode penelitian sebagai proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
(Peter Mahmud, 2005:35)
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Penelitian skripsi ini agar di dalamnya mengandung kebenaran yang
mempunyai syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian sebagai
berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan model penelitian yuridis normatif
model yuridis normatif mengandung pengertian yakni penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan
dan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat
digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang
dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian
hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus
(case approach), pendekatan histori (historical approach), pendekatan kﬁmpamﬁf’

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai denmgan permasalahan dalam
penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statue approach), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan
mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang
lain, yang pada akhimya dapat dijadikan suatu argument dalam memecahkan
suatu permasalahan hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki;2005:93-94)

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan
menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan duijadikan
seabagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai
Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang
seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. ( Peter Mahmud Marzuki;2005:141 )

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangbersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki;2005:141). Dalam hal ini
diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab |
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, serta Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu berupa semua publikasi tantang hukum, dan yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurmnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
(Peter Mahmud Marzuki; 2005:141)
Dalam hal ini diantaranya buku-buku literatur, tulisan tentang hukum dari
majalah, intemnet dan sebagainya.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum
Menganalisis bahan hukum diperlukan langkah-langkah atau proses

sebelum menemukan pokok jawaban yang ingin dicapai, Dengan menganalisis
bahan hukum, akan menyebabkan setiap individu yang membuat suatu penulisan
karya ilmiah akan lebih memahami dan mengerti tentang isu apa yang hendak
dikaji dan dianalisis guna mencari pokok jawaban yang tepat.

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan
jawaban dari pokok permasalahan, proses tersebut dimulai dari (1)
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk  menetapkan isu  hukum yang hendak

o
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dipecahkan, (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang
sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga  bahan-bahan
non-hukum, (3) melakukan telaah atas isu hukum vang diajukan
berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, (4) menarik
kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam
kesimpulan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam
penulisan skripsi ini adalah metode dedwkrif yaitu dengan cara
pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum
menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, dengan demikian maka
dapat dicapai tujuan yang  diinginkan dalam penulisan skripsi ini
yaitu menjawab rumusan masalah  yang ada. (2005:171)
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2.1  Pengertian Tersangka/Terdakwa
2.1.1 Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) menyatakan bahwa :
“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Maka
dalam hal ini, tersangka baru dalam taraf sangkaan atau dugaan saja sebagai
pelaku dari suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang ada.

Tersangka adalah sesecorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu
tindak pidana. ( Darwan Print, 1998:13 ).

Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak. Justru
sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ atau

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Ini berarti bahwa orang yang demikian wajib dianggap orang vang belum
bersalah. Istilah yang populer untuk itu adalah Presumption of Innocence ( asas
praduga tak bersalah ).

Akan tetapi masyarakat awam sering mendahului putusan Hakim, dimana
seseorang yang baru sebagai tersangka atau terdakwa pelaku dari suatu tindak
pidana dianggapnya sebagai telah bersalah. Padahal menurut hukum tidak ada
seorang pun dapat menyatakan sesecorang bersalah melakukan perkara tersebut,
sebelum ada putusan pengadilan atas perkara tersebut dan putusan mana telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

J.C.T. Simorangkir, cs. dalam bukunya Kamus Hulwm mengemukakan,
bahwa tersangka adalah seorang yang telah disangka telah melakukan suatu tindak
pidana dan ia masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk

10
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dipertimbangkan, apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di
persidangan. (Darwan Print, 1998:14).

Masvarakat memiliki kecenderungan bahwa mercka kurang dapat
membedakan antara istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Masih kuat asumsi
kalau setiap orang yang berurusan dengan aparat penegak hukum, khususnya
penyidik Polri adalah orang yang bersalah. Asumsi seperti wajar, mengingat di
samping rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum di tengah
masyarakat, juga adanya perlakuan tidak simpatik, menggunakan cara-cara yang
melanggar HAM atau bertentangan dengan hukum yang digunakan oleh aparat
penyidik Polri, sehingga mengakibatkan munculnya persepsi di tengah masyarakat
kalau orang yang sedang ditangani polisi seperti sedang ditahan adalah orang yang
bersalah.

Pengertian tersangka dapat dilihat dan dibaca seperti yang sudah
disebutkan diatas dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP. Maka berdasarkan pengertian
tersangka tersebut, dapatlah dirumuskan beberapa unsur sebagaimana berikut :

|. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya. Yakni adanya
suatu atau jenis perbuatan atau kondisi ( keadaan ) yang dialami sescorang.

2. Berdasarkan bukti permulaan.

3. Patut diduga. Pada unsur ketiga ini ditekankan masalah asas praduga tak
bersalah ( presumption if innocence ) yang harus dihormati atau dijunjung
tinggi pada saat seseorang masih berstatus baru diduga sebagai pelaku
tindak pidana.

4. Sebagai pelaku tindak pidana. ( 2001:15 )

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tersangka
adalah seseorang yang karcna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan vang cukup, sehingga patut diduga sebagai orang yang melakukan
tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang dinilai cukup seorang dapat
diduga sebagai pelaku tindak pidana, schingga telah dinyatakan sebagai tersangka.
Kuncinya terletak pada bukti permulaan yang dapat memposisikan diri sescorang
sebagai tersangka. Harus ada bukti awal yang membuat posisi sescorang menjadi
tersangka yang membedakan dibandingkan keadaan atau posisi sebelumnya.
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2.1.2 Pengertian Terdakwa

Pengertian terdakwa dapat dilihat dalam ketentuan Pasal | butir 15 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang berbunyi: “terdakwa
adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.
(KUHAP, 1998:5)

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah

tersangka dan terdakwa ( tidak lagi memakai dua istilah

Ibeglaadge dan verdachte  sebelum penuntutan dan sesudah

penuntutan ). Pengertian verdachte sebelum penuntutan pararel

dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan

pengertian  verdachfe sesudah penuntutan pararel dengan :
pengertian terdakwa seperti tersebut dalam Pasal | butir 15 KUHAP :
di  muka Yang same dengan istilsh KUHAP ialah Inggris |
dibedakan pengertian the suspect ( sebelum penuntutan ) dan the

accused (sesudah penuntutan ). ( Andi Hamzah, dalam Fanny

Tanuwijaya, 2001:16 ) ‘
Berdasarkan umaian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa

adalah seorang tersangka vang telah diperiksa dan telah dibuat berita

acara  pemeriksan oleh penyidik dan perkaranya sudah dilimpahkan

oleh  penuntut umum untuk dituntut di depan pemeriksaan sidang

pengadilan.  Jadi seseorang baru dapat disebut sebagai terdakwa

apabila perkaranya  telah dituntut oleh jaksa di depan persidangan

pengadilan. ( 2001:16 )

Terdakwa adalah sescorang vang diduga telah melakukan suatu tindak
pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang
pengadilan. ( J.C.T. Simorangkir, dalam Darwan Print, 1998:14 )

Sedangkan menurut Pasal | butir 15 KUHAP seperti yang telah disebutkan
diatas bahwa terdakwa adalah scorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan
diadili di persidangan pengadilan.

Dari kedua rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari
terdakwa adalah :

I. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang
pengadilan;

3. Alau orang yang sedang dituntut, ataupun;

4. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri. ( Darwan Print, 1998:15 )

Maka dari itu posisi tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai objek,
mengingat proses yang dijalaninya baru merupakan dugaan semata yang belum
tentu menunjukkan belum tentu dirinya bersalah ( melakukan tindak pidana ).
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Penjelasan itu menunjukkan baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang

patut diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan vang

nyata. Oleh karena itu orang tersebut harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh

penyidik. Serta dituntut dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan

hakim. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dikenakan upaya paksa

dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai

dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. :

2.1.3 Hak-Hak Terdakwa |

Tersangka atau terdakwa diberikan sepcrangkat hak-hak oleh KUHAP
mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi vang berikut
ini.

|. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. (Pasal 50,
ayat (1), (2), dan (3) )

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangkakan dan apa vang didakwakan. (Pasal 51 butira

dan b)

3. Hak untuk memberikan keterangan secars behas kepada penyidik dan

hakim seperti tersebut di muka. (Pasal 52)

Hak untuk mendapat juru bahasa. (Pasal 53 ayat (1) )

. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan,

(Pasal 54)

6. Hak untuk mendapat naschat hukum dari penaschat hukum yang ditunjuk
oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi
tersangks atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-
Cuma. (Pasal 56)

7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. (Pasal 57 ayat
2)

8. Hak untuk menghubungi Dokter bagi tersangka atau terdskwa yang
ditahan, (Pasal 58)

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah
dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan
hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan
dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas. (Pasal 59 dan 60)

10, Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan
perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk
kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61)

11, Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan
penaschat hukumnya. (Pasal 62)

12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima
kunjungan rohaniawan. (Pasal 63)

13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de
charge. (Pasal 65)

o
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14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)

(Andi Hamzah, 2001:66-67)

2.2 Bantuan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, mengatur ketentuan mengenai bantuan hukum dalam tiga pasal, yaitu
Pasal 37, 38, dan 39. Ketentuan itu antara lain adalah sebagai berikut :

Pasal 37 berbunyi : “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bentuan hukom™.

Pasal 38 berbunyi : “dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dolakukan
penangkapan dan/ atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan
advokat”.

Pasal 39 berbunyi : “dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimeksud
dalam pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan
menjunjung tinggi hukum dan keadilan™.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat, ketentuan mengenai bantuan hukum diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan
butir 9 serta dalam Pasal 22. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah
schagai berikut
Pasal 1 butir 2 :

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan jasa

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kussa, mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien™.
Pasal 1 butir 9 berbunyi : “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan olech
Advokatsecara cuma-cuma kepada klien vang tidak mampu™.
Sedangkan dalam Pasal 22 ayat | disebutkan tentang pemberian bantuan hukum
secarn cuma-cuma, yang berbunyi sebagai berikut : “Advokat wajib memberikan
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu™.

Orang yang dapat memberikan “bantuan hukum” kepada sescorang
tersangka/terdukwa disebut Penasehat Hukum. Penasehat Hukum adalah, seorang
yang memenuhi syarst yang ditentukan bantuan hukum. ( Pasal 1 butir 13
KUHAP ).
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Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa
bantuan hukum adalah “suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, kepada
tersangka/terdakwa oleh seorang atau lebih ahli hukum, guna memperlancar
penyelesaian perkara.

Bantuan hukum merupakan suatu asas yang penting bahwa seseorang yang
terkena perkara mempunyai hak uvntuk memperoleh bantuan hukum, guna
memberikan perlindungan sewajarmya kepadanya. Dan juga pentingnya bantuan
hukum ini adalah untuk menjamin perlakuan yang sesuai dengan martabatnya
sebagai manusia, maupun demi dilaksanakannya hukum sebagaimana mustinya.
(Darwan Print, 1998:102 ).

Bantuan hukum merupakan pula masalah yang berkaitan dengan hak-hak
asasi manusia, terutama jika dilihat dari segi pemerataan memperoleh keadilan.
Dalam kerangka pemerataan ini, masalah kemiskinan merupakan penghambat
yang paling menonjol. Hambatan lain adalah masalah kejujuran aparat penegak
hukum sendiri dan keterbatasan kecerdasan dan mutu pemberi bantuan hukum.
Juga menjadi hambatan ialah kebebasan mengeluarkan pendapat, terutama jika
yang menjadi lawan ialah si penguasa sendini atau orang-orang yang kuat
ekonominya.

Sebagai bukti bantuan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan hak-
hak asasi manusia Universal Declaration Of Human Right menyebutkan dalam
Pasal 11 ayat 1 sebagai berikut :

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu
pelanggaran  pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan
kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang
pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu, diberikan
segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya”.

(Andi Hamzah, 1986:62 )

Dalam masalah ini hak-hak asasi lebih dekat jika dilihat dari kesempatan
memperoleh keadilan. Hak-hak asasi disini jauh dari pengertian individualistis.
Memang tidak seclalu hak-hak asasi manusia harus disamakan dengan

individualisme. Padmo Wahjono menulis

“Jadi tidaklah sepenuhnya benar dalam memasalahkan hak asasi
manusia pangkal tolak  pemikiran  selalu  bersifat
individualistis. Pada permulaan sejarash  kencgarman negara
modern, yaitu setelah abad pertengahan, pemikiran-pemikiran
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tersebut memanglah demikian. Sejarah kenegaraan
yangmenunjukkan adanya penindasan oleh segolongan tertentu di
masyarakat dengan menggunakan negara sebagai alat, terhadap
segolongan masyarakat lainnya jelas merangsang dan menyuburkan
pemikiran-pemikiran untuk mencari kebebasan dari pemikiran
tersebut, atau vang secara ekstrim kemudian berbentuk
mencari kebebasan dari negara”. ( 1986:62 )

Pentingnya bantuan hukum pada golongan miskin dan golongan lemah
dapat dilihat pada pasal-pasal lain Universal Declaration Of Human Right yang
berkaitan dengan memperoleh kesempatan memperolah kesempatan keadilan i,
Pasal 6 berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi
terhadap undang-undang dimanapun berada”.

Pasal 7 berbunyi :

“Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak
atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada
perbedaan”.

“Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap
perbedaan yang memperkosa pemyataan ini dan terhadap segala
hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini”.

Lebih lanjut Pasal 8 berbunyi
“Setiap orang berhak astas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim
nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang
diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-
undang”,

Berkaitan dengan itu Pasal 10 berbunyi :

“Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya
didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh
pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal
menetapkan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya dan dalam setiap
tuntutan-tuntutan pidana yang ditujukan  terhadapnya™.(1986:63)

Banyak Undang-Undang Dasar, termasuk Konstitusi RIS dan UUDS 1950
dahulu menjabarkan pula ketentuan tersebut. Pasal 14 UUDS 1950 berbunyi :

“Setiap orang yang dituntut karena disangka meclakukan suatu
peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai
dibuktikan kesalahannya dalam suatu pengadlan, menurut
aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia  dalam  sidang i
diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang  perlu
untuk pembelaan™.
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Begitu pula Pasal 34 Konstitusi Jepang, juga memuat hal yang sama. Pasal

itu berbunyi :

“Tidak seorang pun boleh ditahan atau dihukum tanpa segera diberi
penjelasan mengenai tuduhan-tuduhan yang dilancarkan terhadapnya
atau  tanpa segera diberi hak untuk mendapatkan pembela; juga
tidak seorang pun boleh dikurung tanpa alasan yang layak; dan atas
permintaan  sescorang alasan semacam itu mesti segera dijelaskan
di dalam sidang pengadilan terbuka yang dihadiri oleh orang
yang ditahan atau dikurung  itu dan oleh pembelanya”. ( 1986:64 )

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut ternyata bahwa orang yang

ditahan harus segera diberi hak untuk mendapatkan pembela.

2.2.1

Pembatasan pengertian bantuan hukum di Indonesia pemah juga
disimpulkan oleh Seminar Pembinaan Profesi Hukum yang diadakan oleh
BPHN pada tahun 1977, dimana discbutkan seminar berpendapat, hahwa
pengertian bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum dalam pengadilan
dan bantuan hukum di luar pengadilan. Pemberian bantuan hukum di
dalam pengadilan menimbulkan masalah verplichte procureurstelling
untuk mendapatkan bantuan hukum.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut :

. Mewajibkan pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau melalui

organisasi profesi hukum advokat untuk mendampingi/mewakili setiap
orang yang berurusan di muka pengadilan;

Mewajibkan sescorang dari kalangan profesi hukum untuk memberi
bantuan tersebut di atas.

Batasan yang kedua adalah bantuan ditujukan kepada orang yang tidak
mampu ( lack of financial resorces ). Artinya setiap orang dapat
memperoleh nasihat atau pelayanan hukum termasuk orang yang kurang
mampu.

Batasan ketiga adalah pernyataan apakah untuk setiap perkara ( pidana )
seseorang yang tidak mampu wajib diberi bantuan hukum ataukah untuk
perkara-perkara berat saja. ( Andi Hamzah, 1986:67 )

Bantuan Hukum Menurut KUHAP
Bantuan hukum dan nasihat hukum diatur dalam Pasal 69-74 KUHAP. Di

situ pembuat undang-undang memakai istilah, yaitu “bantuan hukum™ sebagai
judul bab, dan “nasihat hukum” dalam perumusan kegiatan, hak dan kewajiban
penasehat hukum tersebut.

Dengan demikian KUHAP tidak membedakan pengertian “bantuan

hukum” yang secara biasa dipakai dalam arti pertolongan kepada orang yang tidak

mampu dan “nasihat hukum” atau pembelaan kepada orang yang mampu.
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Jadi menurut KUHAP bantuan hukum itu tidak hanya berarti bantuan
kepada orang vang tidak mampu ( legal aid ), tetapi mempunyai arti umum, baik
kepada yang mampu maupun yang tidak mampu.

Tetapi jauh ke depan, pada bagian hak-hak tersangka/terdakwa (BAB III),
diatur juga tentang bantuan hukum, khususnya Pasal 56 menentiukan bahwa
dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas ahun atau
lebih yang tidak mempunyai penaschat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan
pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk
penasehat hukum bagi mereka ( ayat | )

Menurut Andi Hamzah bahwa dalam Pasal 56 KUHAP, ada dua (2)
kriteria di mana wajib ditunjuk oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim seorang
penaschat hukum bagi tersangka/terdakwa :

1. Tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan delik yang
diancam pidana mati;

2. Tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan delik yang
diancam pidana lima belas tahun atau lebih, ( Andi Hamzah, 1986:68-69 )

2.3  Pengertian Anak Nakal
Dalam pengertian anak pada Pasal | butir | Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal.
Sedang yang dimaksud dengan anak nakal dalam pasal | butir 2
mempunyai dua pengertian, yaitu :
a, Anak yang melakukan tindak pidana
walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut, akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang
melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada
perbuatan-perbuatan  vang melanggar peraturnn  KUUHP  saja
melainkan  juga melanggar peraturan-peraturan  diluar  KUHP,
misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, dan
sebagainya.

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi
anak.

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum |
ain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yvang bersangkutan.
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e |

Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan
kepantasan dalam masyarakat.

{Gatot Supramono, 2000:21)

Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk
diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf a
diatas, anak yang melakukan tindak pidana.

2.4  Pengertian Penasehat Hukum/Advokat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana ( KUHAP ), pengertian Penasehat Hukum diatur dalam
Pasal | butir 13, yang berbunyi sebagai berikut : “Penasehat hukum adalah
seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang
untuk memberi bantuan hukum®.

Pasal | butir | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,
memberikan pengertian tentang advokat/penasehat  hukum. Pasal tersebut
berbunyi sebagai berikut : * Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini ™.

Sedangkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, diberikan pengertian
tentang Advokat/Penaschat Hukum pada Pasal | butir a. Pasal terscbut berbunyi
sehagai berikut

* Advokat adalah orang vang berprakick memberi jasa hukum, baik di

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

Undang-Undang yang berlaku, baik secara Advokat Pengacara, Penasehat

Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum ™.

Dalam perkara atau kasus yang ditangani oleh seorang penaschat hukum,
diharuskan adanya konsekuensi yang tinggi vang harus dijalankan oleh penasehat
hukum tersebut. Artinya bahwa dalam mendampingi terdakwa/tersangka benar-
benar mencerminkan sikap seorang penaschat hukum yang profesional dan
menjunjung tinggi ctika seorang advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003,
posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang
kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu

o
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berada posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat. Jadi
seorang penasehat hukum tidak perlu merasa takut terhadap intervensi dari pihak
manapun karena Undang-Undang melindungi setiap orang yang berprofesi
sebagai seorang advokat/penasehat hukum.

2.5  Pidana, Pemidanaan, Tujuan dan Teori Pemidanaan
2.5.1 PIDANA

Pidana djatuhkan kepada setiap orang yang melakukan suatu kejahatan dan
perbuatan itu merugikan orang lain. Dengan dijatuhi pidana tersebut diharapkan
akan membuat siapa saja mematuhi setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah
dengan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan.

Kaedah-kaedah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia
dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantarn
bermacam-macam  kaedah tersebut yang terpenting adalah kaedah
hukum disamping kaedah- kaedah agama, kesopanan, dan
kesusilaan, Kaedah-kaedah hukum dapat  dijumpai di  setiap
masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional dan masyarakat
modern, hal tersebut memang sesuai dengan sesuatu anggapan
bahwa dimana ada masyarakat di situ akan timbul hukum. Kaedah
tersebut merupakan pedoman atau patokan tentang bagaimana
berperilaku  sebagaimana diharapkan kaedah-kaedah atau disebut
juga dengan norma. i belakang norma tersebut ada nilai, nilai
merupakan ukuran dalam masyarakat atau suatu golongan untuk
meneniukan apa yangbenar, yang  baik dan yang buruk. Nilai
tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam
kehidupan masyarakat. ( Andi Hamzah, 1986:8 )

Oleh karena pidana mempunyai arti yang khusus, maka untuk memberikan
gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana :
1. Sudarto
Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,
(Andi Hamzah, 1993:10)
2.  Roeslan Saleh
Pidana adalah sanksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja
ditimpakan negara kepada pembuat delik. (Andi Hamzah, 1993:10)
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Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang
yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan dapat
berupa :

a. Pidana pokok :
Pidana mati
Pidana penjara
Kurungan
Denda
. Pidana tutupan ( Undang-Undang Nomor | Tahun 1946 )
b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

il il

2.5.2 PEMIDANAAN

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan
keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan
pemidanaan. Lahirnya penjstuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu
saja, melainkan melalui proses perndilan. Proses yang dikehendaki undang-
undang ndulsh cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Biasanya asas itu masih
ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan
pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan
pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik.
Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai
ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Undang-undang memang mengalur persamaan scmus orang di hadapan
hukum ( equality before the law ), sebagaimana di atur oleh Undang-undang itu
pula terdapat pengecualian, yaitu tiada undang-undang lanpa pengecualian.
Misalnya adalah pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara orang

dewasa dan anak.
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Berdasarkan proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang
dewasa antara lain tunduk sepenuhnya kepada KUHAP dan peraturan
pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaiman diatur
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa dapat
diperlakuakn secara sewenang-wenang. Perlakuan terhadap orang dewasa yang
terlibat tindak pidana ( tersangka, terdakwa, atau terpidana ) tetap berdasarkan
perundang-undangan yang belaku. Sebagai tersangka, terdakwa, maupun
tupidnnamakaymghcmmghmntctapmﬂnmmyaihakhkymghnﬁ
dipenuhi. Sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diatur antara lain
dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Sebagai terpidana yang bersangkutan mempunyai hak yang terutama
dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana tersebut merupakan
hak yang harus dipenuhi, khususnys oleh aparat penegak hukum. Disini penegak
hukum idealnya sebagai pelayan dan abdi hukum bukan sebagai penguasa hukum
yang dapat bertindak semuanya/sewenang-wenang.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan
Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas, yaitu :

. Putusan bebas ( Pasal 19 ayat | KUHAP )
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 19 ayat 2 KUHAP )

Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ( vide Pasal 193
ayat 1 KUHAP ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang
bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada secorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.
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2,53 TUJUAN PEMIDANAAN

Pidana dijatuhkan agar setiap orang yang bersalah akan jera dan takut
untuk mengulangi lagi kesalahan vyang telah dibuatnva. Namun dalam
menjatuhkan pidana, hakim diharapkan juga memperhatikan kepentingan
terdakwa juga kepentingan masyarakat.

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya

kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi,

bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat
formalitas.  Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum
acara pidana, secara sederhana  adalah untuk  menemukan
kebenaran materiil. Bahkan sebenamya mjumn}'a lebih luas, yaitu
tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan  menemukan
kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya

ada tujuan akhir, yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib  hukum

indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat vang tertib,

tentram, damai, adil, dan sejahtera. ( Andi Hamzah, 1985:19 )

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-
faktor vang dikemukakan dalam tuntutan dalam penjatuhan pidana adalah dua hal
pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor
yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak
mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara. Sedangkan
faktor-faktor yang meringankan antara lain terdakwa masih muda, berlaku sopan,
dan mengakui perbuatannya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari
terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai scbagai sifat vang jahat dari
terdakwa. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib
diperhatikan hakim dalam mempeniimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.
Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana vang
setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dan
keterangan orang-orang di lingkungannya, rukun tetangganya, dokier ahli jiwa

dan sebagainya.
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2.54 TEORI PEMIDANAAN

Dalam teori pemidanaan dikenal dua aliran, yaitu teori retributivisme dan
teori utilitarisme. Kedua teori tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana vang tepat bagi terdakwa di muka persidangan.

Retributivisme membenarkan hukuman dengan dasar si terhukum
memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang
secara sadar dilakukan. Sedangkan utilitarisme membenarkan
hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan yaitu bahwa hukuman
akan mempunyai dampak vang positif bagi masyarakat. Namun
kedua teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu Retributivisme tidak
dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan
membawa konsekuensi positif pada masyarakat dan
sebaliknya  Utilitarisme  tidak dapat mengakui  bahwa
penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan
bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.
( hup://www.komisihukum.go.id/konten.php, diakses tanggal 17
Oktober 2007 )
Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi
dalam dua kelompok teori, yaitu :

I. Teori absolut atau teori pembalasan ( retributive/vergeldings theorieen );
2. Teori relative atau teori tujuan ( utilitarian/doeltheorieen ). (Muladi&Barda
Nawawi Arief, 2005:10)
2.5.4.1 Teori Absolut
Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan.
Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada scbagai suatu
pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar
pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya
kejahatan ity sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama
(Primair ) dari pidana menurut  teori  absolut  adalah  untuk

memuaskan tuntutan keadilan (to  satisfy the claims of justice )

sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah
sekunder. (Muladi&Barda Nawawi Arief,  2005:10)

Tuntutan keadilan yang sifatnyn absolut ini terlihat dengan jelas dalam
pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law™ sebagai berikut:

“... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata scbagai sarana
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus
dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah
melakukan suatu kejahatan.
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Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk
menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya)
pembunuh terakhir yang masih di dalam penkara harus dipidana mati
sebelum  resolusi/keputusan  pembubaran  masyarakat it
dilaksanakan. Hal ~ ini harus dilakukan karena setiap orang
seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan
perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada  anggota

masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat

dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan

itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”,

Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tututan kesusilaan. Kant
memandang pidana scbagai Kategorische Imperatief yakni sescorang harus
dipidana olech hakim karena ia melakukan kejahatan. (Muladi&Barda Nawawi
Arief, 2005:11)

Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan,
melainkan mencerminkan keadilan ( witdrukking van de gerechtigheid ).

Salah scorang tokoh lain duri penganut teori absolut yang terkenal ialah
Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai
konsekuensi dari adanya kejahatan.

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara
yangmerupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “Negarion
dar Negation” ( peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran ),

Teori Hegel ini dikenal dengan “Quasi-Mathematic” yaitu :

1. Wrong being (crime) is the negation of right; and
2. Punishment is the negation of that negation. (Muladi&Barda Nawawi

Arief, 2005:12).

Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini sebenarmya dibedakan lagi
menjadi dua teori, yitu :

I. Teori pembalasan ( The Revenge Theory ), dan

2. Teori penebusan dosa ( The Expiation Theory ).
Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenamya tidak berbeda, bergantung
kepada cara orang berpikir waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu
dijatubkan karena kita menghutangkan sesuatu kepadanya atau karena ia
berhutang sesuatu kepada kita.
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Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan
kembali ( The Criminal Is Paid Back ) sedangkan penebusan mengandung arti
bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya ( The Criminal Pays Back ).
(Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:13).

2.5.4.2 Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut
dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana
untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai teori
perlindungan masyarakat ( The Theory Of Social Defence ). (Muladi&Barda
Nawawi Arief, 2005:15).

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif
( the reductive point of view ) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini
ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu, para penganutnya
dapat disebut golongan “Reducers” ( Penganut Teori Reduktif ). (Muladi&Barda
Nawawi Arief, 2005:16)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan
kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai
tujuan-lujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga
disebut teori tujuan ( Urilitarian Theory ), Jadi, dasar pembenaran adanya pidana
menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “Quia
Peccatum Est” ( karena orang membuat kejahatan ) melainkan “Ne Peccerur”
(supaya orang jangan melakukan kejahatan ).

Inilah makna ucapan yang ferkenal dari SENECA scorang filosof
Romawi; “Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sed Ne
Peccemur”, Artinya : No reasonable man punishes because there
has been a wrong doing, but in order that there should be no
wrong doing. Arti dalam bahasa Indonesia adalah, tidak seorang
normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat,
tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat.

(Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:17).
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Perbedaan ciriciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan
teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai

berikut :

|. Pada Teori Retribution

a)
b)

c)
d)
e)

Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnva tidak
mengandung sarana-sarana untuk tujuan |ain misalnya untuk
kesejahteraan masyarakat;

Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murmni
dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau
memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Pada Teori Utilitarian

a)
b)

c)

d)

Tujuan pidana adalah pencegahan ( prevention );

Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi vaitu kesejahleraan masyarakat;
Hanya pelanggaran-pelunggaran hukum yang dapat dipersalahkan
kepada si pelaku saja ( misal karena sengaja atau culpa ) yang
memenuhi syarat untuk adanya pidana;

Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatan;

Pidana melihat kemuka ( bersifat prospektif ); pidana dapat
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun
unsur pembalasan tidek dapat diterima apabila tidak membantu
pencegahan  kejahatan  untuk  kepentingan  kesejahteraan
masyarakat. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:17)

Oleh karena itu menurut hemat penulis lebih tepat jika menggunakan Teori
Relative atau Teori Tujuan ( Utiitarian/Doeltheoricen). Sebab teori ini juga
melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang vang melakukan
kejahatan. Pidana bertujuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi
kejahatan yang lain sebab tujuan dari dijatuhkannya pidana sebenarmya bukanlah
karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang tidak melakukan kejahatan

.
lagi.

2.6 Asas Hukum Acara Pidana
Sebagai bagian sistem suatu asas biasanya ditempatkan dalam bagian awal
satu perundang-undangan mendahului pasal-pasalnya, mengapa ditempatkan di
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muka sebab asas itu adalzh a fundamental truth a doctrine yang menjadi acuan
dalam kaidah-kaidah hukum yang termaktub dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan, dengan kata lain tidak akan ada ketentuan normatif yang
bertentangan dengan asas perundang-undangan, bila hal itu terjadi maka ketentuan
normatif itu harus dinyatakan batal demi hukum. Di dalam penjelasan umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana ( KUHAP ) telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur
perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun asas-asas
di dalam hukum acara pidana ada sepuluh, yaitu sebagai berikut :

L.

2,

Asas equality before the law, adalah perlakuan yang sama atas setiap orang
di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Asas legalitas dalam upaya paksa, adalah penangkapan, penggeledahan,
dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat
yang di beri wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan
dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

Asas presumption of inmocence, adalah sctiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, diwntut, dan atau dihadapkan dimuks sidang
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan
hukum tetap,

Asas remedy and rehabilitation, adalah kepada seseorang yang ditangkap,
ditahan, dituntut, dan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan wajib di beri ganti kerugian dan rehabilitasi sejak
tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja
atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,
dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Asas fair, impartial, impersonal, and objective, adalah peradilan yang
harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya vang ringan serta
bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam
seluruh tingkat peradilan.

Asas legal assistance, adalah setinp orang yang tersangkut perkara wajib
diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata
diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
Miranda rule, adalah kepada seorang tersangka, sejak sant dilakukan
penangkapan, dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan
dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu
haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Asas presemiasi, adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan
hadirnya terdakwa.

Asas keterbukaan, adalah sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk
umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
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10. 4sas pengawasan. adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang
bersangkutan. ( Tongat, 2002:4-5 )

Menurut hemat penulis bahwa asas equality before the law erat kaitannya
dengan kasus yang hendak dikaji. Sebab bisa dikatakan bahwa masih adanya
perbedaan dari pejabat pemeriksa dalam hal pemberian bantuan hukum kepada
tersangka/terdakwa. Disamping itu asas Miranda Rule juga erat kaitannya dengan
kasus yang penulis kaji karena dalam asas ini menghendaki kepada seorang
tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan, dan atau penshanan selain wajib
diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga
wajib diberi tahu haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat
Hukum. Selain kedua asas yang telah disebutkan, terdapat asas Legal assistance
dimana asas ini menghendaki bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib
diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, namun dalam hal
pemberitahuan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pejabat pemeriksa
telah lalai memberitahukannya sehingga dalam kasus ini bantuan hukum yang
diberikan terhadap tersangka/terdakwa ini tidak jelas bahwa dia telah
diberitahukan haknya mendapatkan bantusan hukum atau belum.

Disamping itu asas presumption of innocence, adalah setiap orang vang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan
yang menyatakan kesalshannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan
dengan Pasal 1 ayar | KUHP dimana bahwa tiada satu perbuatan boleh dihukum,
melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada
terdahulu daripada perbuatan itu. Disini berarti bahwa apabila ada sescorang yang
melakukan suatu perbuatan pidana maka ketentuan pidana dalam undang-undang
tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan
pidana dalam undang-undang itu diadakan.

Yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut. “Nullum
delictum sine praevia lege poenali”, yang artinya peristiwa pidana tidak
akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih
dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim

S .


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Jigital ReposSItory universitas Jemoer 30

terikat oleh undang-undang schingga terjaminlah hak kemerdekaan diri

pribadi orang. (R.Soesilo, 1988:27)
Maka dalam prakteknya bahwa setiap orang vang disangka, ditangkap, ditahan,
dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap sebab dalam memutus perkara tersebut hakim
terikat pada undang-undang yang berlaku, jadi tidak boleh ada penyimpangan
sedikitpun dalam penanganannya. Menurut hemat penulis hal ini tidak hanya 1
hakim saja yang terikat namun juga pejabat penyidik baik dari tingkat
pemeriksaan sampai penuntutan sebelum akhimya dilimpahkan ke pengadilan.
Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pasal | avat | ini menginginkan bahwa
siapapun orang yang melakukan kejahatan harus diadili menurut asturan vang
berlaku dan hal itu tercermin dalam asas presumption of innocence yang mana
menjadi salah satu asas yang tercantum dalam KUHAP.

Asas yang sangat penting dan terkait dengan kasus yang penulis analisis

adalah asas legal assistance, asas ini menginginkan bahwa siapapun orang yang
tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang
semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
Subjek yang dimaksud adalah setiap orang yang tersangkut masalah hukum tanpa
melihat status sosial seseorang itu baik dia anak pejabat, pengusaha, atau bahkan
anak orang yang tidak mampu sekalipun tidak boleh dibedakan satu sama lainnya
dalam hal mendapatkan bantuan hukum, hal ini terkait dengan asas equality
before the law, sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan
yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai
arti yang sangat penting. KUHAP menganut asas ini karena UU Hukum Acara
Pidana ini menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi
didalamnya. Disamping itu posisi tersangka/terdakwa lemah dalam menghadapi
pejabat pemeriksa apabila tanpa adanya seseorang yang memberinva bantuan
hukum dalam hal ini adalah advokat. Sebab tugas advokat adalah mengabdikan
dirinya pada masyarakat schingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam
penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk
membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang

T
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bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat
bahkan rakyat miskin sekalipun. Untuk itulah bahwa peran advokat sangat penting
dalam mendampingi setiap orang yang berurusan dengan hukum. Namun sering
kali bahwa dewasa ini para advokat lebih mementingkan nilai jumlah uang yang
ditawarkan oleh pihak yang memakai jasa advokat dan melupakan profesi
mulianya dalam membantu setiap orang tanpa melihat status sosialnya Sehingga
disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan
hukum cuma-cuma (probono) kepada masyarakat pencari keadilan vang tidak
mampu. Dan dengan lahimya UU No. |8 Tahun 2003 tentang Advokat , bantuan
hukum secara cuma-cuma dapat diberikan oleh advokat/pengacara/penasehat
hukum, baik bersifat perorangan maupun yang tergabung dalam organisasi profesi
Penaschat hukum (LBH/biro-biro hukum yang terdaftar pada Departemen
kehakiman atau pada Pengadilan tinggi).

2.7  Pengertian, Pedoman Perilakn dan Kode Kehormatan Hakim
2.7.1 Pengertian Hakim

Menurut Pasal | ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa :

“ Hakim adalah pejabat peradilan Negura vang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk mengadili ( dalam Pasal | ayat 9 KUHAP yang

dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima.

memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan

tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang

diatur oleh undang-undang )"

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, menyatakan ;

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman vang diatur

di dalam Undang-Undang”.

Dalam Pasal | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan  keadilan

berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik™,

Pengertian Hakim adalah selurub hakim termasuk Hakim ad Hoc pada
semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan.
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Pedoman Perilakn Hakim
Hakim adalah aparat penegak hukum yang sangat vital kedudukannya

sebab hakim adalah penentu bersalah atau tidak seseorang yang menjadi terdakwa

dalam proses persidangan. Tidak jarang juga keputusan hakim banyak yang

ditentang maupun yang didukung oleh masyarakat luas apabila kasus yang
ditangani menjadi sorotan publik.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral
bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun
dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.
Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk
berinteraksi dengan  komunitas sosialnya, juga terikat dengan
norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam
tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin
terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak
diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana
bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun scbagai warga
masyarakat. Untuk itu, menjadi twgas dan tanggung jawab
masyarakat dan Negarn memberi jaminan keamanan bagi
hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan,
kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian,  meskipun
kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut
tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh
pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab  sebagai
penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan
pada pencari keadilan dan masyarakat.
(http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc
, diakses tanggal 19 November 2007)

Pedoman Perilaku Hakim ini harus selalu dijadikan patokan oleh hakim

dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan
kemasyarakatan diluar kedinasan. Pedoman perilaku hakim terdiri dari
10(sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk :

Berperilaku Adil, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu
pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan
pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan
hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan
adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama
(equality and fairness ) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, sescorang
yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul
tanggung jawab pencgakkan hukum vyang adil dan benar harus selalu
berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang.

Berperilaku jujur, kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani
menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah,
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Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan
kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan
terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik
dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku arif dan bijaksana, arif dan bijaksana pada hakekatnya
bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup
dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan,
kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari
tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya
pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi.
bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4. Bersikap mandiri, mandiri pada hakeckatnya mampu bertindak sendiri
tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas
dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku
hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas
kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penerapan : Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan
bebas pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

5. Berintegritas tinggi, integritas tinggi pada hakekatnya bermakna
mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, vang terwujud pada sikap
setia dan tangguh berpegang pada nilai-niolai atau norma-norma
yangberlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong
terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk
intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan
cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab, bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna
kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan
wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas
segala pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab
akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan
kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan
profesi yang diamanatkan.

7. Menjunjung tinggi harga diri, harga diri pada hakekatnya bermakna
bahwa pada diri manusia melckat martabat dan kehormatan yang harus
dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri,
khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi vang kuat dan
tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan
dan martabatnya scbagai aparatur pengadilan.

8. Berdisiplin tinggi, disiplin pada hakekatnya bermakan ketaatan pada
norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur
untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam
melaksanakan tugas,ikhlas dalam pengabdian,dan berusaha untuk menjadi
teladan dalam lingkungannya,serta tidak menyalagunakan amanah yang di
percayakan kepadanya.

e
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. Berperilaku rendah hati, renda hati pada hakekatnya bermakna
kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempumaan dan
terhindar dari setiap.bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong
terbantuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar,
menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang
rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di
dalam mengemban tugas.

10. Bersikap professional, professional pada hakekatnya bermakna suatu
sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang
dipilihnya dengan kesungguhan, vang didukung oleh keahlian atas dasar
pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap professional akan
mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasas menjaga dan
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan
pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil
pekerjaan, efektif dan efisien.
(http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc,
diakses tanggal 19 November 200

2.7.3 Kode Kehormatan Hakim
Kode kehormatan hakim tertuang dalam Tri Prasetya Hakim Indonesia,
yaitu berbunyi :

“saya berjanji :

. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat
Hakim Indonesia.

2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode
kehormatan Indonesia.

3. Bahwna saya bersedia menerima sanksi, apabila sayn mencemarkan citra,
wibawa dan martabat hakim Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya dijalan vang
benar”.

Dari uraian dintas maka sikap hakim dalam menjalankan tugas harus selalu
sesuai dengan Tri Prusetya Hakim Indonesia, baik dalam kedinasan atau diluar
kedinasan.

Ad:lpun sikap hakim dalam persidangan, ymlu

. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum

acara yang berlaku.

2, Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati
atau anti pati terhadap pihak-pihak yang berpekara.

3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik
dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawanan dan kenikmatan persidangan. (Sidharta,

2006, 163-166)

e
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Seharusnya sesuai dengan pedoman dan kode etik Hakim tersebut, majelis
hakim yang memimpin sidang terhadap tersangka dalam kasus yang penulis
analisis harus jeli atas apa yang menimpa tersangka/terdakwa dalam tahap
pemeriksaan sebelum kasus/perkaranya masuk di persidangan sebab hak
tersangka/terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum tidak diberitahukan oleh
pejabat pemeriksa sebelum persidangan schingga tersangka/terdakwa tidak sampai
didampingi oleh seorang penasehat hukum padahal ancaman hukumannya sesuai
dengan kriteria dalam Pasal 56 KUHAP.

28 Pengertinn Salah Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Tidak

Sebagaimana Mestinya

Hal ini terkait dengan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Apa yang
dimaksud dengan kasasi ini dapat dipelajari dari isi Pasal 16 Undang-Undang
Nomor | Tahun 1950. Isinya sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi yaitu pembatalan atas

putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang

terakhir dan penctapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan

lain dan para hakim, yang  bertentangan dengan hukum, kecuali

pengadilan dalam perkara pidana  yang mengandung pembebasan

terdakwa dari segala tuntutan”,

( Ansori Sabuan dkk, 1999: 213 )

Hal penting dalam pasal tersebut ialah bahwa arti dari kasasi itu
“pembatalan™ salah satu tindakan MA sebagni pengawas tertinggi atas putusan-
putusan pengadilan lain.

Putusan yang bagaimana yang dapat dibatalkan dalam pasal tersebut
ditentukan yaitu putusan yang bertentangan dengan hukum. Perkataan
bertentangan dengan hukum inilahyang merupakan bagian terpenting dari pasal
tersebut. Jadi, MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini kekuasaannya hanya
terbatas pada peninjauan apakah putusan-putusan pengadilan itu sudah sesuai atau
bertentangan dengan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 253 ayat
| KUHAP yang secara limitative mengatur alasan-alasan vang dapat dipakai oleh
pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi.

Alasan-alasan itu antara lain sebagai berikut :
1. Apakah benar sustu persturan bukum tidak diterapkan atau diterapkan
tidak sebagaimuana mestinya;
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2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UL
3. Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
4. Tidak cukup dipertimbangkan, ( Ansori Sabuan dkk, 1999 : 215 )

Ad.1 Salah/Keliru Menerapkan Hukum

Yang utama dalam mengamati syarat materiil “salah/keliru menerapkan
hukum” adalah memahami pasal-pasal undang-undang yang didakwakan /
diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Tinggi terscbut dan meneliti, apakah
semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Jika penerapan suatu unsur tidak
tepat maka dapat dikutip halaman putusan tersebut sckedar unsur yang tidak
berdasarkan  pengertian umum/yurisprudensi/M.v.T/pendapat para pakar.
Pemahaman terhadap persepsi pencrapan sctiap unsur pidana  yang
didakwakan/diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang
yurisprudensi MA atau pendapat-pendapat pakar, merupakan hal-hal yang dapat
mendukung perumusan risalah/memori kasasi tersebut.

Biasanya yang sering kurang pemahaman adalah penerapan unsur
kesalahan yakni :

- LUnsur sengaja
- Unsur kealpaan
- Unsur lainnya. ( Ansori Sabuan dkk, 1999 : 214 )

Penerapan unsur-unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-
benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil yang
terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti dipersidangan. Dengan perbuatan-
perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan,
harus benar-benar dapat diyakini.

Ad.2 Dengan Alasan Sendiri

Hal ini sebenamya diluar perumusan risalah kasasi, karena Mahkamah
Agung memutuskan diluar alasan/keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi,
Mahkamah Agung dengan pertimbangan sendiri membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi dan/ Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena penerapan hukum
yang tidak tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku.

Ad.3 Melampaui Wewenang

Wewenang masing-masing pengadilan, baik Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung telah ditentukan oleh perundang-
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undangan. Kewenangan masing-masing tersebut tidak terlepas dari penerapan

pasal undang-undang yang didakwakan telah diduga dilanggar terdakwa.
Pengadilan Tinggi, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa putusan

Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur

dalam hukum acara pidana.

Ad.4 Tidak Cukup Dipertimbangkan

Penegasan hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan
berdasarkan kebenaran. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika
semua dipertimbangkan, artinya segala sesuatu yang ada sangkut
pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan terdakwa
dipertimbangkan dengan seksama. Adanya hal-hal yang tidak
dipertimbangkan  atau  kurang  scksama  dipertimbangkan
mengakibatkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut.

(Ansori Sabuan dkk, 1999:215)

Pendapat penulis mengenai hakim telah menerapkan hukum tidak
schagaimana mestinya adalah bahwa seharusnya hakim dalam memutus perkara
terlebih dahulu memeriksa apakah tersangka/terdakwa itu telah diberitahukan hak-
haknya dalam mendapatkan bantuan hukum olech pejabat pemeriksa pada saat
proses pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung. Seharusnya apabila ternyata
pejabat yang memeriksa itu telah lalai dalam hal menyampaikan hak
tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum, maka hakim dapat menegur
pejabat tersebut atau bahkan menunda sidang karena salah satu hak itu belum
terpenuhi. Penulis menemukan keadaan tersebut didalam putusan pengadilan yang
dianalisis, dimana dalam putusan tersebut tidak diketemukan keterangan yang
menyebutkan bahwa hak tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan hukum telah
disampaikan atau kemungkinan lain bahwa tersangka/terdakwa memang menolak
untuk menerima  bantuan hukum tersebut karena berbagai alasan dari
tersangka/terdakwa sendiri.

2.9  Pejabat Pemeriksa

Pejabat pemeriksa yang dimaksud adalah setiap pejabat yang memeriksa
terdakwa/tersangka di setiap tingkat acara pemeriksaan mulai dari peyelidikan,
penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.
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Pejabat pemeriksa tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
I. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Jaksa Pepuntut Umum
3. Hakim.
Ad.1 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
Menurut Pasal | huruf 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :
“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian
Megara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki
wewenang umum kepolisian™.
Ad.2 Jaksa Penuntut Umum
Menurut Pasal | huruf 6 sub (a) KUHAP, bahwa :
“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk bertindang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Sedangkan menurut Pasal | huruf 6 sub (b), bahwa :
“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penctapan hakim”.
Ad.3 Hakim
Menurut Pasal | ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa :
* Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili ( dalam Pasal | ayat 9 KUHAP yang
dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan
tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang
diatur oleh undang-undang )"

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, menyatakan :

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur

di dalam Undang-Undang”.
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2.10 Petugas Kemasyarakatan

BAB IV Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengatur fentang
“Petugas Kemasyarakatan™ yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan
pengadilan anak, untuk membentu kelancaran dalam proses penegakkan hukum,
dan membimbing, membentu serta mengawasi anak nakal.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ada tiga
macam petugas kemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu :

I. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman.
2. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial.
3. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman yang dimaksud
adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang
melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal | butir 11 UU No. 3
Tahun 1997).

Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b UU No. 3
Tahun 1997 bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang
berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1997, dalam melaksanakan
tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dapat dibantu olech
pekerja sukarela.

Pekerja sosial sukarela tidak sembarang orang dapat diperbolehkan

membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, meskipun orang
tersebut bersedia membantu secara sukarela tanpa bayaran dan
berasal dari anggota Organisasi Sosial Kemasyarnkatan, Akan tetapi
Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki perhatian khusus
kepada masalah anak nakal. Adanya Lembaga-lembaga Swadaya
Masyarakat yang menaruh minat terhadap masalah kenakalan anak
dan remaja, anggotanya dapat membantu pekerjaan kedua petugas
kemasyarakatan dimaksud, Dengan anggota LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang demikian, sebagai pekerja sosial
sukarcla tentu memiliki pengetashuan dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas scbagaimana yang dimaksud oleh undang-
undang. (Gatot Supramono, 2000:28-29)
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3.1  Proses Pemeriksaan Dan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak
Tersangka/Terdakwa Anak

Proses atau penanganan terhadap anak sudah pasti berbeda dengan orang
dewasa, terdapat kekhususan dan perbedaan tertentu dalam pemeriksaannya
apabila anak melakukan suatu tindak pidana. Undang-Undang yang mengatur
khusus tentang tata cara proses penanganan terhadap anak adalah dengan UU
No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilann anak, disamping itu ketentuan dalam
KUHAP juga tidak bisa ditinggalkan, misalnya proses penangkapan terhadap
anak nakal sebab penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam UU
Pengadilan Anak tidak mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu tindakan
pengankapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya
(Lex spesialis derogate lex generalis).

Proses penanganan anak nakal biasanya dilakukan oleh penyidik dari
Polri, namun tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap
perkara anak nakal. Dalam UU Pengadilan Anak dikenal adanya penyidik anak,
penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat
oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut. Untuk
dapat diangkat sebagai penyidik anak, UU Pengadilan Anak melalui Pasal 41 ayat
(2) menctapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi olch scorang anggota Polri,
scbagai berikut :

a) Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh
orang dewasa;
b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pasal 1 butir 1 UU Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak nakal
adalah seseorang yang terlibat dalam perkara anak nakal. Sedang yang dimaksud
dengan anak nakal dalam Pasal | butir 2 mempunyai dua pengertian, yaitu :

a) Anak yang melakukan tindak pidana
Walaupun UU Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut,
akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana,
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perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar
peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan
diluar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam UU Narkotika, dan
sebagainya.

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.
Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun menurul peraturan hukum lain
vang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal

ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,

misalnya hukum adapt atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam

masyarakat. (Gatot Supramono, 2002:21)

Pada dasarnya semua orang vang menjadi tersangka dapat dilakukan
penahanan untuk  kepentingan  pemeriksaan,  dengan maksud  agar
tersangka/terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukii, atau
mengulang lagi perbuatannya, dan penahanannya dapat dilakukan apabila
perbuatannya diancam pidana penjara lima tahun keatas. Meskipun demikian
untuk seorang anak Pasal 45 ayat (1) UU Pengadilan Anak memberikan syarat,
agar penahanan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh memperhatikan
kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Anak dalam kesehariannya dekat dengan orang tuanya dan tinggal dalam
sebuah keluarga scbab sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk
membiayai semua kebutuhan si anak terscbut sampai dewasa dan bisa
membiayayi kebutuhannya sendiri, dapet dikatakan bahwa anak hidup dalam
suasana kekeluargaan yang kental, Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak
mewajibkan penyidik anak melakukan pemeriksaan tersangka dalam suasana
kekeluargaan sebab anak dapat mengalami trauma yang dalam karena penahanan
yang dialaminya apabila dia melakukan kejahatan. Maka diharapkan dengan
suasana kekeluargaan si anak akan merasa tenang sebab kepentingannya benar-
benar diperhatikan.

Pasal 42 ayat (1) UU Pengadilan Anak mewajibkan penyidik anak melakukan
pemeriksaan tersangka dalam suasana kekeluargnan. Yang dimaksud suasana
kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka tidak memakai pakaian
dinas. Penyidak anak tidak memakai pakaian seragam Polri, melainkan memakai
pakaian biasa. Sejauh ini Polri sudah mempunyai penyidik yang memakai pakaian
sipil yang berdasi untuk memeriksa tersangka dewasa maupun anak-anak sebelum
berlakunya UU Pengadilan Anak. Tujuan diatumya ketentuan Pasal 42 ayat (1
tersebut tidak lain agar pemeriksaan terhadap tersangka dapat berjalan lancar.
Karena scorang anak akan merasa takut sewaktu menghadapi penyidik,
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akanmengalami kesulitan untuk memberikan keterangan yang benar dan sejelas-
jelasnya. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik juga terikat
oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebab dalam Pasal 42 ayat (2) penyidik
mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing
kemasyarakatan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 34 huruf a, karcna
pembimbing kemasyaraktan tugasnya membantu memperlancar penyidik, dengan
membuat laporan kemasyaraktan. Jadi dalam perkara anak nakal pembimbing
kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diminta
oleh penyidik. (Gatot Supramono, 2002:42-43)

Perkara pidana yang tersangkanya anak-anak dalam proses penyidikannya
wajib dirahasiakan. Kewajiban itu ditegaskan oleh Pasal 42 ayat (3) UU
Pengadilan Anak. Mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidk dalam
rangka proses penyidikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP telah memperinci
sebagai berikut :

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana;
b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c) Mmyumhheﬁcnﬁmmgmmnghdmmﬁkmmpmgmﬂdnﬁ
tersangka;
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
¢) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g) Memanggil orang untuk didengar den diperiksa schagai tersangka atau
saksi;
h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
i) Mengadakan penghentian penyidikan;
i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tindakan-tindakan terscbut diataslah yang wajib dirahasiakan oleh
penyidik selama melakukan proses penyidikan perkara anak nakal. (Gatot
Supramono, 2002:44)

Apabila dalam suatu kasus terdapat tindak pidana yang dilakukan secara
bersama-sama oleh anak dan orang dewasa, maka dalam UU Pengadilan Anak
pada Pasal 7 ayat (1), bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama
dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan
ke sidang bagi orang dewasa.

Sebab kondisi psikologis anak-anak dan orang dewasa tidak sama. Orang
dewasa lebih matang kondisi fisik, mental dan jiwanya serta dapat membedakan
mana yang benar dan salah sedangkan anak masih belum begitu matang kondisi
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psikis maupun mentalnya. Perbedaan kondisi inilah yang mengharuskan
penanganan perkara anak dan orang dewasa perlu untuk dibedakan.

Dari dasar hukum terscbut pada pokoknya dapat diketahui, pemeriksaan terhadap
perkara anak dan orang dewasa harus dilakukan secara terpisah, termasuk
pemberkasan perkaranya. Dalam tingkat penyidikanpun demikian, perkara anak
dan perkara orang dewasa harus dipisah meskipun tindak pidana yang
disangkakan dilakukan bersama-sama. Keharusan memisah perkara anak dengan
orang dewasa yang tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama dalam
tingkat penyidikan ini harus dilakukan dengan semestinya. Memang UU
Pengadilan Anak tidak tegas menyebutkan demikian, akan tetapi kalau tidak
dilaksanakan ada akibat hukumnya. (Gatot Supramono, 2002:50).

Hakim yang memeriksa dalam sidang juga harus hakim anak. Dan dalam
sidang juga harus dilakukan sidang yang tertutup dengan menggunakan hakim
tunggal (Pasal 11 ayat (1) ), namun dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan apabila
dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat
menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis, dan yang
perlu diperhatikan seluruh petugas yang ada dalam sidang anak itu tidak memakai
toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UL Pengadilan Anak).

Perlindungan hukum hak-hak yang diperoleh terhadap tersangka/terdakwa
yang berhubungan langsung dengan perkara pidana dengan tersangka/terdakwa
anak, sebab UU Pengadilan Anak secara khusus memang mengatur ketentuan
tersebut. Ada pertimbangan yang lain bahwa anak masih labil kondisi fisik
maupun mentalnya, jadi sangat rentan apabila anak melakukan suatu kesalahan
yang tidak dia sadari akan berujung bahwa dia telah melanggar peraturan hukum
yang ada di Negara ini. Untuk itu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang
berurusan dengan pihak yang berwenang perlu diperhatikan dengan baik.

Bentuk perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penyidik
terhadap hak-hak anak-anak yang berstatus sebagai tersangka yang diatur dalam
KUHAP, sebab KUHAFP sebagai hukum acara pidana merupakan undang-undang
vang memperhatikan kepentingan terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan perlindungan hukum.
Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dipahami sehagai berikut :

a) Memberi kesempatan meyampaikan keterangan secara bebas. Misalnya
sebagaimnan yang disebutkan dalam Pasal 52 KUHAP, disebutkan bahwa
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b)

d)

€)

dalam pemeriksaan pada tingkat atau tahap penyidikan, tersangka berhak
memberikan keterangan sccara bebas tanpa tekanan dari siapapun, dan
dalam bentuk apapun dari penyidik.

Aparat penegak hukum (penyidik) tidak boleh melakukan tindakan
berbentuk intimidasi dan kekerasan yang berkaitan dengan upaya
memperlancar tindakan hukum (penyidikan). Teknik penyidikan yang
dilakukan harus sejalan dengan kepentingan dan hak-hak asasi tersangka.
Memperlakukan anak yang berstatus tersangka sebagai subjek dan bukan
objek pemeriksaan seperti menjauhkannya dari rasa takut schingga wajib
dicegah adanya paksaan, tckanan, dan apalagi penyiksaan dalam
pemeriksaan terhadap tersangka. Berbagai bentuk tindakan yang membuat
penderitaan secara fisik maupun psikologis bagi anak tidak diperbolehkan.
Tidak dikenakan beban pembuktian, yakni tersangka anak-anak tidak
boleh dituntut oleh penyidik untuk membuktikan kalau dirinya bersalah.
Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa tersangka/terdakwa tidak dibebani
kewajiban pembuktian, sebab membebani tersangka/terdakwa dengan
beban pembuktian dalam pemeriksaan berarti menganggap tersangka
bersalah, karena KUHAP sendiri menganut asas praduga tak bersalah dan
aqusator yang mana asas terscbut melindungi hak-hak tersangka atas
tuduhan melakukan tindak pidana scbelum memperoleh putusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, serta diberikannya kesempatan bagi
tersangka untuk membuktikan melalui pembelaan dan ketcrangan-
keterangannya baik secara pribadi maupun kuasa hukumnya yang
menjelaskan dirinya tidak terlibat dengan perkara yang dituduhkan. Untuk
itu penyidik tidak berhak memaksa anak-anak yang berstatus tersangka
selama dalam pemeriksaan untuk membuktikan dirinya bersalah, artinya
tidak ada alas an bagi penyidik untuk melakukan tindakan kekerasan
(penganiaynan) atau membuat tersangka kehilangan hak-haknya. Untuk
menem,ukan bukti kesalahan tersangka yang sedang menjalani
pemeriksaan seringkali penyidik menggunakan kekuatan fisik daripada
menggunakan akal schat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bulkti
permulaan, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak
asasi tersangka.

Sikup professional yang terfokus pada upaya mengimplementasikan
perlindungan hak asasi anak harus ditunjukkan aparat penyidik saat
melakukan pemeriksaan anak-anak yang berstatus tersangka. Fenomena
atau gejala tindak kekerasan pada saat pemeriksaan tersangka merupakan
pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah scbagai salah satu asas
penting dalam KUHAP. Fokus pada perlindungan hak asasi manusia ini
ditentukan dalam Pasal 4 UU No2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara RI, bahwa Kepolisian Negara Rl bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan
pengayoman, pelayanan masyarakat serta terbinanya kesejahteraan
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menyiapkan bantuan hukum, atau mengingatkan anak, keluarga atau
pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak atas
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pentingnya bantuan hukum. Urgensi bantuan hukum atau kehadiran
penasehat hukum yang ikut mendampinginya pada saat pemeriksaan
dilakukan penyidik merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi
anak dari kemungkinan mendapatkan perlakuan yang bertentangan dengan
hak-haknya. sebab dalam praktik, kedudukan tersangka/terdakwa adlah
lemah, mengingat secara sendirian dia menghadapi raksasa penegak
hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang tidak seimbang posisinya. Untuk itu
perlu kehadiran seorang pendamping yang juga berkedudukan scbagai
penegak hukum dan keadilan, yaitu pembela. Dengan kehadiran pembela.
Proses pencarian keadilan menjadi seimbang dalam kedudukan masing-
masing pihak, yakni pihak Negara berhadapan dengan tersangka/terdakwa
di lain pihak. (Fanny Tanuwijaya, 2001:40-42)
Bantuan hukum yang diperoleh tersangka/terdakwa anak diatur dalam
Pasal 51 UU Pengadilan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak
nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari
seorang atau lebih penasehat hukumdalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
dan hal itu menjadi kewajiban bagi setiap pejabat yang bersangkutan untuk
menyampaikannya kepada tersangka, dan orang tua, wali, atau orang tua asuh.
Disamping aturan khusus yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak, KUHAP
sebagai aturan umum juga mengaturnya, yaitu yang tertuang secara tegas dalam
Pasal 56 ayat (1), yang menegaskan bahwa “hak tersangka/terdakwa didampingi
penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi
mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang
tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersanghkutan dalam
proses peradilan wajib menunjuk penaschat hukum bagi mereka™ Berkaitan
dengan kasus yang penulis analisis bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar
tidak ditemukan keterangan yang menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan
telah menyampaikan kepada tersangka anak mengenai hak memperoleh bantuan
hukum atau penolakan tersangka sendiri dalam mendapatkan bantuan hukum dari
seorang penasehat hukum. Memperoleh bantuan hukum sangat membaniu
tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan diri menjalani pemeriksaan yang akan
dia jalani. Dengan adanya bantuan hukum berupa penaschat hukum maka akan
membantu tersangka/terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan
oleh pejabat pemeriksa sebab dalam pemeriksaan itu dia tidak merasa sendirian

berhadapan dengan pejabat pemeriksa schingga proses pencarian keadilan
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menjadi seimbang masing-masing pihak, terlebih dalam kasus ini tersangkanya
adalah anak yang kondisi jiwa dan fisiknya masih labil dimana anak tidak mampu
menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga penyampaian
hak memperoleh bantuan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa sangat
vital kedudukannya, sebab apabila terdapat kelalaian dalam menyampaikan hak
itu kepada tersangka akan menyebabkan proses penanganan perkara terhadap anak
itu tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan
keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan
pemidanaan. Lahimya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu
saja, melainkan melaluim proses peradilan. Penjatuhan pidana dan pemidanaan
dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang
misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas
peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya tentu saja dinilai
scbaliknya pula, bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan
hukum. Berdasarkan proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang
dewasa antara lain tnduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan
pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur
dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Putusan pemidanaan terjadi , jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193
ayat 1 KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan mevakinkan. Berkaitan dengan
kasus yang dilakukan oleh terdakwa anak Surianto bin Mashuri, hakim
menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan denda Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah). Hakim menjatuhkan pidana tersebut atas dasar pada hasil
persidangan yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung. Meskipun
keadaan anak dalam proses persidangan itu tidak mempersulit hakim dalam
memberikan keterangan, namun hakim merasa bahwa dengan dijatuhi pidana
penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
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akan membuat anak tersebut jera, terlebih melihat bahwa pendidikan anak itu
pernah mondok selama tiga tahun.

Dalam teori pemidanaan dikenal dua aliran utama, retributivisme

dan  utilitarisme. Retributivisme membenarkan hukuman dengan

dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang

sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Sedangkan ufilitarisme

membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan yaitu

bahwa hukuman akan mempunyai dampak yang positif bagi

masyarakat. Namun kedua teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu

Retributivisme tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap

hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat

dan sebaliknya Utilitarisme tidak dapat mengakui bahwa

penjatuhan hukuman semata-mata olch karena kesalshannya dan

bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.

( http://www.komisihukum.go.id/konten.php, diakses tanggal 17

Oktober 2007 )

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan
teori utilitarian dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai
berikut :

I. Pada Teori Retribution

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk
kesejahteraan masyarakat;

¢) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

¢) Pidana melihat ke belakang, in merupakan pencelaan yang mumi
dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau
memasyanrakatkan kembali si pelanggar,

2. Pada Teori Utilitarian

a) Tujuan pidana adalah pencegahan ( prevention );

b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya schagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kescjahteraan masyarakat;

¢) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
kepada si pelaku saja ( misal karena sengaja atau culpa ) yang
memenuhi syarat untuk adanya pidana;

d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatan;

¢) Pidana melihat kemuka ( bersifat prospektif ): pidana dapat
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun
unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu
pencegahan  kejahatan  untuk  kepentingan  kescjahteraan
masyarakat. (Muladi&Barda Nawawi Arief, 2005:17)
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Berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai teori pemidaan tersebut,

maka penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda terhadap
Surianto bin Mashuri yang dilakukan oleh hakim berorientasi pada teori tujuan
atau Utilitarian/Relative, sebab hakim melihat terdakwa masih dapat berubah dan

tidak

mengulangi perbuatannya menggunakan narkotika, disamping itu

penjatuhan pidana ini akan membuat terdakwa anak akan jera mengingat anak
masih labil kondisi jiwa, pikiran, dan fisiknya schingga apabila ada hal yang baru
maka akan membuat anak tertarik untuk mencobanya padahal perbuatan itu
melanggar norma hukum.

Amhukummpidmdalnmsistmnpanmanpidumdjlndmmia

disebutkan ada sepuluh. Yaitu :

1

v B

Asas equality before the law, adalah perlakuan yang sama atas setiap orang
di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Asas legalitas dalam upaya paksa, adalah penangkapan, penggeledahan,
dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat
yang di beri wewenang olch undang-undang dan hanya dalam hal dan
dengan carn yang diatur dengan undang-undang.

. Asas presumption of innocence, adalah setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Asas remedy and rehabilitation, adalah kepada seseorang yang ditangkap,
ditahan, dituntut, dan ataupun diadili tanpa alasan yang
undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan wajib di beri ganti kerugian dan rehabilitasi sejak
tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja
atau karena kelalaiannya menycbabkan asas hukum tersebut dilanggar,
dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.

. Asas fair, impartial, impersonal, and objective, adalah peradilan yang

harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan serta
bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam
seluruh tingkat peradilan.

Asas legal assistance, adalah setiap orang yang tersangkut perkara wajib
diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata
diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
Miranda rule. adalah kepada seorang tersangka, scjak saat dilakukan
penangkapan, dan atau penshanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan
dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu
haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Asas presentasi, adalah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan
hadirnya terdakwa.
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9. Asas keterbukaan, adalah sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk
umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. Asas pengawasan, adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan
dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang
bersangkutan. ( Tongat, 2002:4-5 )

Asas equality before the law erat kaitannya dengan kasus yang hendak
dikaji. Sebab bisa dikatakan bahwa masih adanya perbedaan dari pejabat
pemeriksa dalam hal pemberian bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa.
Disamping itu asas Miranda Rule juga erat kaitannya dengan kasus yang penulis
kaji karena dalam asas ini menghendaki kepada seorang tersangka, sejak saat
dilakukan penangkapan, dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan
dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya
untuk menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum. Selain kedua asas
yang telah disebutkan, terdapat asas Legal assistance dimana asas ini
menghendaki bahwa sctisp orang yang tersangkut perkara wajib diberi
kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, namun dalam hal
pemberitahuan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum pejabat pemeriksa
telah lalai memberitahukannya sehingga dalam kasus ini bantuan hukum yang
diberikan terhadap tersangka/terdakwa ini tidak jelas bahwa dia telah
diberitahukan haknya mendapatkan bantuan hukum atau belum karena dalam
putusan pengadilan atas perkara terdakwa anak Surianto bin Mashuri tidak
ditemukan keterangan vang meyebutkan bahwa hak-hak memperoleh bantuan
hukum telah disampaikan oleh pejabat pemeriksa serta tidak adanya keterangan
yang meyatakan bahwa terdakwn memang secara langsung dan inisiatif sendiri
telah menolak bantuan hukum yang akan diberikan berupa penaschat hukum.
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1.1 Penerapan Pasal 56 KUHAP Serta Pasal 51 UU No. 3 Tabun 1997.

Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan : hak tersangka atau
rdakwa didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan
au didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau
bih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun
au lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang
ersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi
ercka

Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 mencgaskan bahwa setiap anak
akal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari
sorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat
emeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
edang ayat (2) menegaskan bahwa, pejabat yang melakukan penangkapan atau
enahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau
rang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum scbagaimana
imaksud dalam ayat (1).

Kedua pasal diatas mempunyai redaksi dengan maksud yang sama yaitu
ntang kewajiban pejabat penyidik dalam hal menyampaikan hak memperoleh
antuan hukum kepada tersangka/terdakwa pada setiap proses pemeriksaan.
(UHAP sebagai hukum umum (Lex Generalis) serta UU Pengadilan Anak
chagai hukum khusus (Lex Specialist). Scbagai hukum khusus Undang-Undang
engadilan Anak didalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara
ari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka
engadilan. Terlebih dalam penanganan perkara anak ini dibedakan dengan orang
ung sudah dewasa.

Berikut penerapan kedua pasal tersebut ditinjau dari pendekatan Strict Law
tau Formalistic Legal Thinking yang mengandung berbagai aspek permasalahan
ukum.

1) Mengandung aspek nilai HAM
Setinp tersangka/terdakwa berhak didampingi penaschat hukum dalam
semua tingkat pemeriksaan. Hak ini sesuai dengan deklarasi Universal
HAM vyang menegaskan hadimya penasehat hukum mendampingi
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tersangka/terdakwa merupakan nilai inhaerent pada diri manusia. Dengan
demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan niali HAM.

2) Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat
pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila
tindak pidana yang didakwakan :

« Diancam dengan pidana mati atau 15 tahun lebih, atau

+ Bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau

lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum.

Maka pejabat vang bersangkutan dalam semua tingkat pemeriksaan wajib
menunjuk penasehat hukum bagi mercka. Berdasar ketentuan Pasal 56
ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasehat hukum bersifat
imperatil, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaannya
tidak sah dan batal demi hukum.

3) Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat
menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda Principle. Apabila
pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tersangka atau
terdakwa tidak didampingi penaschat hukum maka sesuai dengan Miranda
Rulde, pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.

Standar Miranda Rule inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No.
1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan : “apabila syarat-
syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk
penaschat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut
umum dinyatakan tidak dapat diterima™.

(Yahya Harahap, 2005:325)

Demikian gambaran sckilas penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sernta

Pasal 51 ULl No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak apabila didekati dari
sudut Strict Law atau Formalistic Legal Thinking, Salah satu tujuan pokok yang
ingin dicapai atas penegakan kedua tersebut secara keras (strict) dan imperatif,
agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi. Sebab dengan hadimya
penasehat hukum mendampingi terangka/terdakwa pada pemeriksaan penyidikan,
berperan melakukan control schingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan,
pemaksaan, dan kekejaman,
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3.1.2 Proses Pemeriksaan dan Proses Persidangan Kaitannya dengan
Tidak Adanya Keterangan Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam
Putusan Serta Penerapan Pasal 56 KUHAP serta Pasal 51 UU Ne3
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 79/Pid.B2000/PN.BLT
terdapat sebuah permasalahan yang penulis tangkap, yaitu tidak diketemukannya |
keterangan yang menyatakan bahwa pejabat pemeriksa telah menyampaikan |
kepada tersangka/terdakwa anak mengenai seperangkat hak vang diperoleh dalam
mendapatkan bantuan hukum dalam hal bantuan dari scorang penaschat hukum |
maupun keterangan yang menyatakan bahwa tersangka.terdakwa itu memang ‘
telah menolak untuk disediakan seorang penasehat hukum. Hal ini membuat
sebuah  sinyalemen apakah dalam proses pemeriksaan  terhadap
tersangka/terdakwa anak tersebut memang benar tidak disampaikan hak
memperoleh bantuan hukum karena kelalaian dari pejabat pemeriksa atau terdapat
hal lain seperti kesalahan dalam menulis redaksi dalam putusan pengadilan
schingga membuat sebuah putusan menjadi tidak sempurna. Namun dalam hal ini
penulis  akan  menganalisis apakah proses pemeriksaan  terhadap
tersangka/terdakwa anak meskipun dalam putusan pengadilan tidak ada ketentuan
yang telah discbutkan seperti diatas bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP serta
Pasal 51 UU No.3 whun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Apabila ditinjau dari segi Strict Law atau Formalistic Legal Thinking,
maka jelas proses pemeriksaan tersangka/terdakwa anak itu bertentangan dengan
aturan yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, scbab dari banyak segi yang
diatur dalam Pasal 56 KUHAP maupun Pasal 51 UU No.3 twhun 1997 telah
dilanggar oleh pejabat pemeriksa yang melakukan proses pemeriksaan terhadap
tersangka/terdakwa anak terscbut, antara lain sebagai berikut :

1) Bertentangan dengan HAM.

Hal ini dikarenakan bahwa tersangka/terdakwa anak dalam proses

pemeriksaan tidak didampingi oleh seorang atau lebih penasehat hukum.

Meskipun dalam memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum

merupakan hak dari seorang tersangka/terdakwa, namun hak ini sesuai

TR
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dengan deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadimya penasehat
hukum mendampingi tersangka/terdakwa merupakan nilai yang inhaerent
pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikannya hak ini
bertentangan dengan HAM.

Pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum didalam proses peradilan
pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban pejabat  yang
bersangkutan untuk memenuhinya, apabila ancaman pidana yang
didakwakan adalah pidana mati atau 15 tahun atau bagi yang tidak mampu
yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Maka pejabat yang
bersangkutan wajib menunjuk penaschat hukum bagi mereka.

Namun dalam kasus yang dialami oleh terdakwa anak Surianto bin
Mashuri tidak didampingi oleh penasehat hukum meskipun ancaman
hukuman yang dia alami sesuai dengan kriteria ancaman pidana pada Pasal
56 ayat (1), dimana tersangka/terdakwa anak ini diancam dengan pidana
penjara 10 tahun serta denda Rp. 5000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Berdasar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan
penaschat  hukum  bersifat imperatif, schingga mengabaikannya
mangakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.
Bertentangan dengan Miranda Rule atau Miranda Principle.

Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan
tersangkn/terdakwa tidak didampingi olch penaschat hukum, maka sesuai
dengan Miranda Rule, maka pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.
Standar Miranda Rule inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No.
1565 K/Pid/1991 (16 September 1993). Terkait dengan kasus yang
dialami oleh terdakwa anak Surianto bin Mashuri, bahwa pejabat yang
bersangkutan dalam hal ini telah lalai dalam menyampaiksn Miranda
Warning tentang hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dari
penasehat hukum sebab dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar, penulis
tidak menemukan keterangan yang menyebutkan bahwa pejabat pemeriksa
telah menyampaikan hak-hak tersangka/terdakwa memperoleh bantuan
hukum dari penaschat hukum maupun penolakan tersangka/terdakwa anak
untuk didampingi oleh penasehat hukum. Dapat dikatakan bahwa hal ini
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bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh penulis bahwa proses pemeriksaan
terhadap terdakwa Surianto bin Mashuri sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat
(1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila
ditinjau pasal-pasal tersebut secara keras (stricf) dan imperatif, agar terjamin
pemeriksaan yang fair dan manusiawi.

Namun dalam kenyataan kasus terdakwa Surianto bin Mashuri, proses
pemeriksaan terhadap terdakwa tetap berjalan dengan lancar sampai
kepersidangan dan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Proses pemeriksaan terhadap terdakwa
tidak bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebab penerapan sistem hukum pidana di
Indonesia tidak ditinjau dari Strict Law atau Formalistic Legal Thinking, sebab
pendekatan yang Strict Law sangat atau terlalu memuja atau menonjolkan
perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa, sebaliknya akan mengabaikan dan
membelakangi kepentingan umum (Public Interest) dan ketertiban umum (Public
Order).

Berdasarkan keterangan yang telah penulis uraikan diatas maka

1) Proses pemeriksaan terhadap terdakwa Surianto bin Mashuri tidak
bertentangan dengan HAM karena atas dasar bahwa dibalik kepentingan
individu tersangka/terdakwa, sclamanya berhadapan dan saling
berbenturan dengan kepentingan umum (Public Interest).

2) Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia pencrapannya
tidak secara Strict Law atau Formalistic Legal Thinking. Schingga pasal
tersebut tidak diternpkan secara kaku tapi harus dilenturkan, sehingga
tidak menimbulkan akibat yang jelek dan ketidakadilan (Poerfy And
Injustice). Oleh karena itu, putusan MA No. 1565 K/Pid/1991, jangan
diangkat dan dijadikan scbagai Stare Decisis.

3) Sehubungan dengan itu, penegakan pencrapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP
maupun Pasal 51 UL No.3 Tahun 1997 harus diuji pembenarannya dengan
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The Theory of The Priority Right (teori hak yang lebih diprioritaskan).
Apakah lebih mendahulukan dan mengutamakan hak individu semata,
dengan jalan menutup mata atas kepentingan publik atau dengan ungkapan
yang lebih konkret, yaitu apaksh tepat dan adil untuk melepaskan
terdakwa dari tuntutan dan pertanggung jawaban hukum hanya atas alasan
pada saat pemeriksaan penyidikan, penyidik melanggar Miranda Rule.

Maka sehubungan dengan hal itu, meskipun pada pemeriksaan penyidikan

tersangka tidak didampingi penasehat hukum, baik disebabkan dia sendiri

tidak menunjuk maupun disebabkan pejabat penyidik tidak menyediakan

(menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Kecuali

apabila sccara tegas tersangka telah menunjuk penaschat hukum dan

secara tegas pula menghendaki pemeriksaan dihadiri penaschat hukum
tersebut, apabila hal ini dilanggar baru dibenarkan menegakkan Miranda

Rule. Begitu juga kelalaian menyampaikan Miranda Warning tentang hak

tersangka/terdakwa  didampingi penaschat  hukum, tidak berakibat

pemeriksaan tidak sah atau batal demi hukum.

Maka terkait dengan tidak adanya keterangan yang menyatakan bahwa
pejabat pemeriksa telsh menyampaikan Miranda Warning lentang hak untuk
didampingi penaschat hukum atau penolakan tesangka/terdakwa sendiri untuk
didampingi oleh penasehat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar
No.79/Pid.B/2000/PN.BLT) tidak serta merta menyebabkan proses pemeriksaan
itu tidak sah atau batal demi hukum, sebab putusan itu telah memiliki kekuatan
hukum tetap serta sekali lagi bahwa penerapan sistem hukum pidana di Indonesia
tidak secara Strict Law atau Formalistic Legal Thinking, jadi masih terdapat
kelenturan dalam segi penerapannya terlebih Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta Pasal
51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Memang kita menghendaki
dan menuntut agar Miranda Warning dan Miranda Rule dipenuhi dalam seluruh
tingkat pemeriksaan, schingga Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai aturan hukum
umum (Lex Generalis) dan Pasal 51 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Ansk scbagai aturan hukum khusus (Lex Specialist) benar-benar  menjiwai
penyelesaian penegakan hukum dalam perkara pidana baik terhadap orang dewasa
maupun anak-anak sebagai pelnku kejahatan, namun pencrapanmnya jangan sampai
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terlampau teknis dan formalistik. Bentuk penyusunan putusan tersebut telah sesuai
dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagai patokan dalam menyusun putusan
pengadilan.

32 Putusan Hakim Perkara Pidana Dengan Terdakwa Anak
Dikatakan Telah atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana
Mestinya
Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP diatur dalam Pasal 183

KUHAP, pasal tersebut berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Sedang dalam Pasal 184 ayat (1)

dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah :

a) Kelerangan saksi;

b) Keterangan ahli;

¢) Surat;

d) Petunjuk;

e) Keterangan terdakwa,

Dengan mudah dapat dikatakan bahwa menurut pasal |83 KUHAP maka unsur
yang dipakai hakim untuk dapat memidana terdakwa itu adalah minimum dua
buah alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-
benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar-benar bersalah
melakukannya. Namun dalam penjelasan pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa ada
satu perkecualian, yaitu bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup
didukung oleh satu alat bukti yang sah.

Kaitannya dengan kasus terdakwa Surianto bin Mashuri adalah bahwa
hakim sudah menjalankan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP.
Menurut penulis walaupun dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan hanya
0,5 gram ganja, namun pengakuan anak tersebut di dalam pemeriksaan dia
mengaku bahwa pernah juga sehelumnya memiliki 0,5 gram ganja yang mana
barang tersebut sudah habis dipakai scbagai rokok. Hakim dalam hal ini telah
memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menjtuhkan pidana terhadap terdakwa
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anak, yaitu bempadamgmjaseb:ralﬂ,igmnmkﬁcmnwmﬂakmmg
mengaku bahwa daun ganja itu diperoleh salah satu temannya dan keterangan-
keterangan lain selama proses persidangan berlangsung. Hakim dengan
keyakinannya merasa pantas untuk menjatuhi pidana penjara karena anak tersebut
telah menggunakan barang berupa daun ganja dan juga dia berusaha meminta
kembali kepada orang yang telah memberi barang tersebut, schingga dalam kasus
ini hakim menjatuhkan pidana penjara bukan sanksi tindakan.

Sebelum memasuki pokok permasalahan dimana apakah dalam hal ini
hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam memutus
perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa Surianto bin Mashuri atas dasar
tidak dipenuhinya hak dalam mendapatkan bantuan hukum, mari kita tinjau apa
yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam rangka menjatuhkan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa anak yang melakukan tindak
pidana menggunakan dan memiliki narkotika.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak dalam perkara Nomor.
79/Pid.B/2000/PN.BLT adalah tindak pidana menggunakan narkotika. Menurut
jaksa penuntut umum, terdakwa melanggar Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang
No.22 Tahun 1997 yang ancaman pidananya 10 tahun penjara atau dendea paling
banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sebetulnya Ketua Pengadilan
dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak tersebut dilakukan dengan Majelis
Hakim, tetapi menimbang pembuktiannya tidak begitu sulit walaupun
ancamannya pidana penjara diatas 5 (lima) tahun maka Ketua Pengadilan Negeri
Blitar menctapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan Hakim Tunggal.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan
laporan hasil penelitian petugas kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun
keadaan keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan yang
tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang
bersangkutan, setisp hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi
berbagai pertentangan hukum, karena mutu suatu putusan pengadilan tergantung
pada mutu hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang
hati-hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat
akan menjadi hilang. Disamping itu Kkeputusan hakim harus memenuhi pass

4



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

58

keadilan dan benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya
perkara tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang
berperkara.

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara

secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- i o, e

Berapa kali dia melakukan tindak pidana terscbut;

Banyaknya barang bukti yang diketemukan di tempat kejadian;

Bagaimana kondisi terdakwa saat itu;

Usia terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut;

Dari hasil persidangan yang diperoleh selama persidangan berlangsung;
Dari perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut apakah masih dianggap
wajar atau tidak:

Mempertimbangkan hasil laporan dari BAPAS. (Dwi Budi Setiari,
2006:21)

Apabila dikaitkan dengan kasus yang ada, yaitu perkara pidana

No.79/Pid.B/2000/PN.BLT, maka dasar pertimbangan hakim dalam memutus
perkara di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Meskipun dalam perkara ini anak masih yang pertama kali melakukan
tindak pidana, namun hakim menganggap bahwa anak tersebut dapat
dikatakan sengaja karena tertangkapnys anak tersebut merupakan yang
kedua kalinya dia memiliki narkotika tersebut dan dia juga secara sengaja
memiliki dengan jalan memminta pada temannya dan dia juga telah
memakai barang tersebut meskipun tidak merasakan khasiatnya. Tetapi
masalah tersebut juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh hakim yaitu
untuk menjatuhkan sanksi pidana yang mana hakim menganggap anak
tersebut telah pantas untuk dijatuhi sanksi pidana.

Walaupun dalam kasus ini barang bukti yang ditemukan hanya 0,5 gram,
tetapi pengakuan anak tersebut di dalam pemeriksaan telah mengaku
bahwa dia sebelumnya juga penah memiliki 0,5 gram yang mana barang
terscbut telah habis dipakai scbagai rokok. Jadi walaupun dia hanya
memiliki barang bukti yang sedikit, hakim pantas untuk menjatuhkan
pidana penjara karena anak tersebut telah menggunakan barang tersebut
dan dia juga berussha meminta kembali kepada orang yang telah
memberinya barang tersebut, sehingga dalam kasus ini  hakim
menjatuhkann pidana penjara bukan sanksi tindakan.

Hakim juga melihat bagaimana kondisi anak pada saat melakukan tindak
pidana tersebut, karena hakim melihat bahwa kondisi anak pada saat
malakukan dalam kondisi baik yang dilampirkan dengan surat penclitian
kemasyarakatan maka hakim dalam hal ini menganggap pantas untuk
menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
Hakim juga mempertimbangkan usia anak pada saat melakukan tindak
pidana, hakim merasa pantas menjatuhkan sanksi pidana penjara karena
usia anak tersebut telah dewasa dan dianggap telah matang schingga
sanksi penjara sangat pantas dijatuhkan, karena apabila dilihat dari usia
anaktersebut maka dia tahu betul mana yang baik dan mana yang buruk
sehingga dia dapat menghindarinya.
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5) Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam hal ini juga berpedoman
pada hasil persidangan yang diperoleh selama proses persidangan
berlangsung. Proses persidangan terhadap anak telah diatur dalam Pasal
55.59 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila dikaitkan
dengan kasus ini maka hakim menganggap dengan dijatuhi pidana penjara
selama 4 bulan maka sangat baik untuk pelaku tindak pidana karena hakim
mempertimbangkan tingkah laku pelaku yang tidak menyulitkan hakim
dalam proses persidangan, schingga hakim menganggap pantas apabila
anak tersebut dijatuhi pidana penjara. Melihat pidana yang dilakukan anak
tersebut sanksinya cukup berat sedangkan di dalam Pasal 26 ayat (1) UU
No.3 Tahun 1997 , maka dalam kasus yang pelakunya adalah anak-anak
cukup dijatuhi s dari pidana pokok. Meskipun keadaan anak dalam proses
persidangan tidak mempersulit hakim dalam memberikan keterangan,
hakim merasa bahwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan akan
membuat anak tersebut jera, apalagi jika melihat dari pendidikan yang
pernah dia miliki yaitu pemah mondok selama 3 tahun, maka dengan
pidana itu hakim berharap agar anak tersebut jera dan tidak melakukannya
lagi.

6) Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut masih dikatakan
wajar atau tidak, hakim disini beranggapan bahwa perbuatan anak it
masih dikatakan wajar karena anak seusia pelaku memiliki rasa ingin tahu
yang besar mengingat usianya yang masih beranjak dewasa apalagi
kurangnya kontrol dari orang tua. Dalam hal ini orang ta kurang
memperhatikan tingkah laku anaknya sehari-hari apabila berada di luar
rumah schingga tidak jarang anak yang usianya baru beranjak dewasa
ingin mencoba scsuatu yang baru dalam hidupnya, yang membuat anak
terscbut salah langkah adalah akibat rasa ingin tahunya yang besar tanpa
diimbangi dengan perhatian orang tuanya yang memadai.

7) Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut juga mempeetimbangkan
laporan dari BAPAS yang menurut saran dari BAPAS apabila anak tidak
bisa dijatuhi tindakan maka boleh dijatuhi pidana penjara yang seringan-
ringannya. (Dwi Budi Setiari, 2006:21-23)

Adapun saran yang diamjukan oleh Balai Pemasyarakatan antara lain
adalah:

a) Dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana yang tercantum di dalam

Pasal 29 ayat (1) UL No.3 Tahun 1997 dengan pidana pokok 6

(enam) bulan dengan masa percobaan | (satu) thun dengan
pertimbangan :

e Klien diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di luar

Lembaga Pemasyarakatan atau dilingkungan keluarga atau

masyarakat dengan pengawasan dari pembimbing

R
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kemasyarakatan BAPAS (ketentuan Pasal 34 ayat (1.b) UU
No.3 Tahun 1997 tentang Pemgadilan Anak),

e Klien bisa meneruskan sekolahnya di STM yang saat ini
sudah duduk dikelas satu otomotif;

e Pihak orang tua masih sanggup untuk mendidik serta
mengawasinya menjadi lebih baik:

» Untuk menghindari pengaruh negatif atau kurang baik yang
asalnya dari  narapidana di  dalam  Lembaga
Pemasayarakatan yang sulit dibina.

b) Bilamana alternatif tersebut di atas tidak memungkinkan
dikarenakan oleh sebab lain dan klien harus dipidana penjara, maka
seyogyanya klien dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara
tetapi yang seringan-ringannya atau tidak terlalu jauh dengan
lamanya klien ditahan, dengan pertimbangan :

s Dengan dipidana ringan sudah cukup scbagai pengajaran
klien untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar
hukum;

e Dengan dipidana ringan sedikit banyak telah memenuhi
rasa keadilan yang saat ini telah didamba-dambakan olch
masayarakat;

« Klien statusnya masih scbagai pelajar, sehingga diharapkan
dapat segern masuk sekolah kembali.

Petugas kemasyarakatan dalam hal ini adalah Berdasarkan Pasal 33
Undang-Undang Nomor 3 tshun 1997. Discbutkan ada tiga macam petugas
kemasyarakatan schagaimana yang telah ditctapkan, yaitu :

I. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kchakiman.
2, Pekerjn Sosial dari Departemen Sosial.
3. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman yang dimaksud
adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang
melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal | butir 11 UU No. 3
Tahun 1997).
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Pekerja Sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b UU No. 3
Tahun 1997 bertugas membimbing. membantu, dan mengawasi anak nakal yang
berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 1997, dalam melaksanakan
tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dapat dibantu oleh
pekerja sukarela.

Pekerja sosial sukarela tidak sembarang orang dapat diperbolehkan
membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, meskipun orang
tersebut bersedia membantu secara sukarcla tanpa bayaran dan
berasal dari anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Akan tetapi
Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki perhatian khusus
kepada masalah anak nakal. Adanya Lembaga-Lembaga Swadaya
Masyarakat yang menaruh minat terhadap masalah kenakalan anak
dan remaja, anggotanya dapat membantu pekerjaan kedua petugas
kemasyarakatan dimaksud. Dengan anggota LSM {Lembaga
Swadays Masyarakat) yang demikian, sebagai pekerja sosial
sukarels tentu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud oleh undang-
undang. (Gatot Supramono, 2000:28-29)

Diatas telah diuraikan apa dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim
dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan terhadap tersangka
berikut saran-saran dari BAPAS Kediri. Dalam memutus suatu perkara apapun
kasus yang diajukan dalam persidangan, hakim memang dituntut harus memenuhi
rasa keadilan serta mempertimbangkan fakta-fakta yang ada schingga putusan dari
hakim benar-benar dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membuat kedua
belah pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan.

Sebab Hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada aturan-
aturan yang sudah ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, serta dalam bertindak dan bertingkah laku harus sesuai dengan
pedoman perilaku dank ode kehormatan hakim. Adapaun pengertian hakim dapat
penulis uraikan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 ayat 8 KUHAP menyatakan bahwa

« Hakim adalah pejabat peradilan Negara vang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili ( dalam Pasal | ayat 9 KUHAP yang
dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan
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tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurul cara yang

diatur oleh undang-undang )"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, menyatakan :

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur

di dalam Undang-Undang”.

Berdasar Pasal |1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuassan Negara yang merdcka untuk

menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik™.

Pengertian Hakim adalah seluruh hakim termasuk Hakim ad Hoc pada
semua lingkungan badan peradilan dan semun tingkatan peradilan.
(http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc, diakses
tanggal 19 November 2007)

Hakim adalah aparat penegak hukum yang sangat vital kedudukannya
sebab hakim adalah penentu bersalah atau tidak sescorang yang menjadi terdakwa
dalam proses persidangan. Tidak jarang juga keputusan hakim banyak yang
ditentang maupun yang didukung olch masyarakat luas apabila kasus yang
ditangani menjadi sorotan publik.

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral
bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun
dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk
berinteraksi dengan  komunitas sosialnys, juga terikat dengan
norma-norma ctika dan adaptasi kebiasaan vang berlaku dalam

tata pergaulan masyarakat. Namun  demikian, untuk menjamin
terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak
diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana
bagi hakim baik selaku pencgak hukum maupun sebagai warga
masyarakat. Untuk i, menjadi tugas dan tanggung jawab
masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi
hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kescjahteraan,
kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun
kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersehut
tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh
pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagni
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pencgak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan
pada pencari keadilan dan masyarakat.
(http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/PEDOMANHAKIM.doc
, diakses tanggal 19 November 2007)

Pedoman Perilaku Hakim ini harus selalu dijadikan patokan oleh hakim

dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan
kemasyarakatan diluar kedinasan. Pedoman perilaku hakim terdiri dari
10(sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk :

1.

Berperilaku Adil, adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu
pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan
pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan
hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan
adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama
(equality and fairness ) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang
yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul
tanggung jawab penegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu
berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang.

Berperilaku jujur, kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani
menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan
kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan
terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik
dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Berperilaku arif dan bijaksana, arif dan bijaksana pada hakekatnya
bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup
dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan,
kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari
tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya
pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi,
bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Bersikap mandiri, mandiri pada hakekatnya mampu bertindak sendiri
tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas
dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku
hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas
kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum vang berlaku.
Penerapan : Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan
bebas pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

Berintegritas tinggi, integrilas tinggi pada hakekatnya bermakna
mempunyai kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap
setia dan tangguh berpegang pada nilai-niolai atau norma-norma
yangberlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong
terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk
intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan
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kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan
cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung jawab, bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna
kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua ftugas dan
wewenang scbaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas
segala pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab
akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan
kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan
profesi yang diamanatkan.

7. Menjunjung tinggi harga diri, harga diri pada hakekatnya bermakna
bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus
dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri,
khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan
tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan
dan martabatnya scbagai aparatur pengadilan.

8. Berdisiplin tinggi, disiplin pada hakekatnya bermakan ketaatan pada
norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan lubur
untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam
melaksanakan tugas,ikhlas dalam pengabdian,dan berusaha untuk menjadi
teladan dalam lingkungannya,serta tidak menyalagunakan amanah yang di
percayakan kepadanya.

9. Berperilaku remdah bati, renda hati pada hakekainya bermakna
kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempumaan dan
terhindar dari setiap,bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong
terbantuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar,
menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang
rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di
dalam mengemban tugas.

10. Bersikap professional, professional pada hakekatnya bermakna suatu
sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang
dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar
pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap professional akan
mendorong  terbentuknya pribadi  yang senantiasas menjaga dan
mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan
pengetahuan dan kinerja, schingga lercapai setinggi-tingginya mutu hasil
pekerjaan, efektif dan efisien.
{hup:ﬁww.mahkamahngung.gﬂ.id!ﬁhyurfPEDUMANl-MlﬂM.duc,
diakses tanggal 19 November 200

Maka sesuai dengan pedoman perilaku hakim itu, setiap hakim dalam
kedinasan maupun diluar kedinasan harus bisa berlaku sesuai dengan pedoman
tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan para personil hakim
karena hakim merupakan insan penegak hukum yang sangat penting dalam
mengambil suatu keputusan hukum terhadap siapa saja yang berurusan dengan
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hukum dalam proses persidangan. Disamping itu kepuftusan hakim harus benar-
benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak

yang berpekara.
Hal ini sesuai dengan Kode Kehormatan Hakim Yang tertuang dalam Tri
Prasetya Hakim Indonesia, yaitu :
*“saya berjanji :
|. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat
Hakim Indonesia.
2. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan akan berpegang teguh pada kode
kehormatan Indonesia.
3. Bahwa saya bersedia menerima sanksi, apabila saya mencemarkan citra,
wibawa dan martabat hakim Indonesia.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing saya dijalan yang
benar”.

Dari uraian diatas maka sikap hakim dalam menjalankan tugas harus selalu
sesuai dengan Tri Prasetya Hakim Indonesia, baik dalam kedinasan atau diluar
kedinasan.

Adapun sikap hakim dalam persidangan, yaitu :

|. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum
acara yang berlaku.

2. Tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati
atuu anti pati terhadap pihak-pihak yang berpekara.

3. Harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang baik
dnlam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjuga kewibawaan dan kenikmatan persidangan. (Sidharta,
2006,163-166)

Yang menjadi hal apabila hakim dalam menjatuhkan pidana telah
dikualifikasikan telah menerapkan hukum tidak sebagaiman mestinya adalah :

I. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan
tidak schagaimana mestinya;

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UU;

Apakah benar pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

4. Tidak cukup dipertimbangkan. ( Ansori Sabuan dkk, 1999 :215)

T
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Adapun penjelasan yang dapat penulis uraikan dari tinjauan pustaka dalam karya
ilmiah ini adalah :
Ad.l Salah/Keliru Menerapkan Hukum

Yang utama dalam mengamati syarat materiil “salatvkeliru menerapkan
hukum” adalah memahami pasal-pasal undang-undang yang didakwakan /
diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut dan meneliti, apakah
semua unsur-unsurnya ielah tepat penerapannya. Jika pencrapan suatu unsur tidak
tepat maka dapat dikutip halaman putusan tersebut sckedar unsur yang tidak
berdasarkan pengertian umum/yurisprudensi/M.v.T/pendapat para pakar.
Pemahaman terhadap persepsi pencrapan setiap unsur pidana yang
didakwakan/diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang
yurisprudensi MA atau pendapat-pendapat pakar, merupakan hal-hal yang dapat
mendukung perumusan risalah/memori kasasi tersebut.

Biasanya yang sering kurang pemahaman adalah penerapan unsur
kesalahan yakni :

- Unsur sengaja
- Unsur kealpaan
- Unsur lainnya. ( Ansori Sabuan dkk, 1999 : 214 )

Penerapan unsur-unsur tersebut memerlukan kecermatan schingga benar-
benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil yang
terjadi atau fakta atau perbuatan yang terbukti dipersidangan. Dengan perbuatan-
perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan,
harus benar-benar dapat diyakini.

Ad.2 Dengan Alasan Seadiri

Hal ini scbenarnya diluar perumusan risalah kasasi, karena Mahkamah
Agung memutuskan diluar alasan/keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi,
Mahkamah Agung dengan pertimbangan sendiri membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi dan/ Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi karena penerapan hukum
yang tidak tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku.

Ad.3 Melampaul Wewenang

Wewenang masing-masing  pengadilan, baik Pengadilan  Negeri,

Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung telah ditentukan oleh perundang-
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undangan. Kewenangan masing-masing tersebut tidak terlepas dari penerapan
pasal undang-undang yang didakwakan telah diduga dilanggar terdakwa.

Pengadilan Tinggi, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa putusan
Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur
dalam hukum acara pidana.

Ad4 Tidak Cukup Dipertimbangkan
Penegasan hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan
berdasarkan kebenaran. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika
semua dipertimbangkan, artinya segala sesuatu yang ada sangkut
pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan terdakwa
dipertimbangkan dengan scksama. Adanya hal-hal yang tidak
dipertimbangkan  atau  kurang  scksama dipertimbangkan
mengakibatkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut.

{Ansori Sabuan dkk,1999:215)

Berdasarkan dari uraian tentang bagaimana hakim dapat dikatakan
menerapkan hukum tidak sebagaimana merstinya, maka menurut pendapat penulis
apabila hakim memang telah dikualifikasikan mencrapkan hukum tidak
scbagaiman mestinya, maka scharusnya hakim dalam pemeriksaan sidang perkara
anak harus didahului dengan bertanya apakah tersangka/terdakwa itu telah
diberitahukan hak-haknya dalam mendapatkan bantuan hukum oleh pejabat
pemeriksa pada saal proses pemeriksaan terhadap dirinya berlangsung.
Seharusnya apabila termyata pejabat yang memeriksa itu telah lalai dalam hal
menyampaikan hak tersangka/terdakwa memperoleh bantuan hukum, maka hakim
dapat menegur pejabat tersebut atau bahkan menunda sidang karena salah satu hak
itu belum terpenuhi. Penulis menemukan keadaan terscbut didalam putusan
pengadilan yang dianalisis, dimana dalam putusan tersebut tidak diketemukan
keterangan yang menyebutkan bahwa hak tersangka/terdakwa mendapatkan
bantuan hukum telah disampaikan atau kemungkinan lain  bahwa
tersangka/terdakwa memang menolak untuk menerima bantuan hukum tersebut
karena berbagni alasan dari tersangka/terdakwa sendiri.

Setelah penulis memberikan berbagai uraian tentang dasar hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 bulan serta denda sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta bagaimana pedoman hakim dalam
bertindak dan bertingkah laku baik dalam ikatan kedinasan maupun diluar
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kedinasan yang tertuang dalam Kode Kehormatan maupun Pedoman Perilaku
Hakim dan mengenai bagaimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana
bagi tersangka/terdakwa dapat dikualifikasikan telah mencrapkan hukum tidak
sebagaimana mestinya, maka masuk dalam inti dari pembahasan dari skripsi ini
yaitu apakah hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surianto bin
Mashuri dapat dikualifikasikan telah menerapkan hukum tidak sebagaimana
mestinya,

Menurut penulis apa vang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan
perkara sudah tepat, jadi hakim dalam hal ini mencrapkan hukum dengan
semestinya, sebab pidana yang dijatuhkan sangat ringan dan hal ini sudah cukup
untuk membuat pelaku jera. Disamping itu pidana penjara 4 (empat) bulan cukup
dijalani selama 2,5 (dua setengah) bulan saja karena sejak ditangkap sampai
putusan dibacakan mencapai 1,5 (satu setengah) bulan, dimana terdakwa anak
pada saat ditangkap tanggal 26 Januari 2000 sampai putusan itu dibacakan pada
tanggal 14 Maret 2000 sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar,
jadi terdakwa masih bisa melanjutkan sekolahnya karena pidana penjara yang
dijalaninya termasuk singkat dan dia juga tidak terlalu banyak ketinggalan karena
masih bisa dipelajari lagi selama dia masuk setelah dia selesai dalam menjalani
hukuman yang telah dijalaninya. Jadi menurut penulis bahwa hakim dalam
menjatuhkan pidana penjara telah tepat menerapkan hukum sebagaimana
mestinya.

Mengenai pemberian bantuan hukum yang keterangannya tidak ditemukan
dalam putusan yaitu yang menyatakan bahwa pejabat yang bersangkutan telah
menyampaikan Miranda Warning tentang hak untuk didampingi penaschat hukum
kepada terdakwa maupun keterangan bahwa terdakwa memang menolak untuk
didampingi oleh penasehat hukum sama sekali tidak dapat memvonis bahwa
hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, scbab hakim dalam
memimpin sidang terdakwa juga memperhatikan kepentingan terdakwa sendiri
dengan pedoman dari BAPAS mengenai keseharian terdakwa anak dalam
lingkungan masyarakat, keluarga, dan dimanapun terdakwa beraktivitas.
Disamping itu penerapan sistem hukum pidana di Indonesia tidak secara Strict
Law atau Formalistic Legal Thinking, jadi masih ada kelenturan dalam penerapan

: :
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setiap Pasal-Pasal dalam undang-undang di Negara kita karena penerapan secara
keras (Strict) akan selalu berbenturan dengan kepentingan umum (Public
Interest). Kesalahan redaksi dalam putusan pengadilan menurut penulis
merupakan kelalaian yang wajar dari manusia jadi hal tersebut tidak dapat
dijadikan patokan dalam memvonis bahwa hal semacam itu dapat membuat suatu
keputusan hukum menjadi tidak sah atau batal demi hukum serta memvonis
bahwa hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebab setiap
hakim dalam memimpin sidang selalu berpedoman pada kode etik serta pedoman
perilaku hakim, jadi hakim sudah pasti akan memperhatikan keadaan terdakwa
dengan mendapatkan laporan apakah selama proses pemeriksaan terhadap dirinya,
terdakwa diperlakukan dengan baik atau tidak oleh penyidik sehingga apabila
terdakwa diperlakukan tidak manusiawi maka hakim dapat menegur pejabat yang
bersangkutan atau bahkan menunda sidang terhadap terdakwa, sebelum hakim
menjatuhkan putusan final atas kasus yang dia pimpin, terlebih bahwa terdakwa
masih dianggap scbagai anak-anak sehingga penanganannya sudah pasti jauh
berbeda dengan pelaku pidana yang sudah dewasa. Maka dari hal itu, dimana
tidak adanya keterangan dalam putusan mengenai bantuan hukum yang diperoleh
terdakwa anak tidak serta merta memvonis bahwa hakim telah menerapkan

hukum tidak sebagaimana mestinya.
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4.1

BAB 4 m}”ﬁ, Ur‘?* ;
PENUTUP "'

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dari bab pembahasan skripsi

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.2

|. Putusan yang tidak mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa

hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum telah disampaikan tidak
menyebabkan proses pemeriksaan serta proses persidangan batal demi
hukum karena tidak menyimpang dari bunyi Pasal 56 KUHAP dan Pasal
51 UU Pengadilan Anak sebab proses pemeriksaan terhadap terdakwa
telah sesuai dengan UU yang berlaku tentang fata cara penanganan
terhadap terdakwa anak dan penyusunan putusan tersebut telah sesuai
dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

. Hakim telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam

acara pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa anak, pemeriksaan
dilakukan dengan hakim tunggal. Putusan hakim juga menerapkan hukum
sebagaimana mestinya karena tidak diterukan unsur yang dapat
menyebabkan putusan hakim dapat batal demi hukum, yaitu karena adanya
kesalahan dalam penyusunan putusan dan kesalahan dalam pemeriksaan
sidang.

Saran
Adspun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dari setiap

uraian yang dijabarkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

|. Kepada setiap pejabat pemeriksa yang bersangkutan diharapkan lebih

memperhatikan hak-hak dari tersangka/terdakwa dalam mendapatkan atau
minimal menyampaikan hak memperoleh bantuan hukum tersebut kepada
tersangka/terdakwa, terlebih tersangka/terdakwa anak yang sudah pasti
penanganannya jauh berbeda dengan orang yang sudah dewasa, sebab Hak
untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang
tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana diatur
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dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitw “Scgala warga ncgara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya™.

. Pengawasan hakim juga diperlukan (diharapkan melalui komisi yudisial)
untuk memantau dan mengawasi setiap pelanggaran agar dampaknya bisa
diminimalisir. Selain itu prioritas kebijakan pemerintah juga (pemberian
bantuan hukum) harus lebih berpihak kepada masyarakat, terutama dari
golongan lemah yang memang mutlak dibutuhkan, karena selama ini
pengaturan bantuan hukum oleh pemerintah hanya dibuat dalam keputusan
menteri kehakiman yang kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat dengan

alokasi anggaran yang minim.
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ARTEM sivi HURUMBDANGEERUNDANG UNDANGAN RT MODEL : BK.O4
KANWIL DEP, '*gunnmn:z.qawa TIMUR

00 L BALAT PEMASYARKKATAN O

#- ~ (<BAPAS-)-KEDIRI -

MAT. .. .2.JLs, PENANGGUNGAN .5.19.. .. ...

g{ : 0354, 773260 .

m.*.=:i:-.--n-----lﬂ-ﬂlzlh-=ﬂ==-.#-=It:

EAHBASTIA.

f PENELITIARN EEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG
' B PENGADILAN NEGERT. !
Nomor Daftar : 22 An <008

Parkara : Melanggar UU Narkotika .

ntitas :

[1l41en:

i« Nama Surianto Bin Mashuri .

2. Tempat Tgl. lahir Blitar, 12 gktober 1982 .,

o Jenis kelamin Laki=laki .

. Agama : Is8lam.

)« Bangea, Suku Indonesia, Jawa .

. Pendidikan STM Klas I/ Otomotif .

. Pakerjaan Pelajar .,

. Status perkawinan Belum kawin .

. Alamat : DiitPaﬂataran Rt.2 Rw. VI Kec. Nglegok :
; B ar ,

& we ae e

rang tua / wali :
-A!.lh:

8. N am a Mashuri .,

b. Tempat Tgl. lahir Blitar, Th.1951 ( 49 ih ¥
Ce AEama =3l awm .

d. Bangsa, Suku -Indonesia, Jawa .

e e

8, Pendidikan: &, SD, -

f. Pekerjaan : Swasta .

€+ A l-amat : D8. Penataran Rt,? AwW.VI Kec. Nglegok Xal
Blitar .

h. Keterangan Ayah kandung .

-

nIhu=
@, Nama
bs Tempat tgl.lahir

C. AgEam a
d. Bangsa, sukua

2alztun .,
Blitar 40 tahun.
I 831 anm .
Indonesia, Jawa .

¢, Pendidikan . SD .
f. Pekerjaan Ibu rumah tangga .
€. A lamat Sda ,

BE OAE S0 an #F 4% me aw

h. Eeterangan Ibu ¥xancdung ,

S4L AR

[lien/{ersangka oleh Penyidik Poires Biitar dilakukan penahanan ase-

tgl.26 Januari 2000 dengan Surat Perintah Penahanan Fo . SPP/56/1

)0/Serse , karena disangka melakukan Pelanggaran terhada 0,22
- o

)7 Ps.- 84 buruf a Subs., Ps., 78 (1) hurul b ten ARA AL KOE I &e amriaurars -

atar belakang perbuatan klien :

+ Kurangnys kontrol /pengawasan dari Pihak orang tua terlaku perca-
ya kepada anak/ klien .

+ Pengaruh iingkungan pergaulan dari teman temannya .

b Ihéin’mengatahuif mersasakan kasiat dari daun ganja , dan saat ini
meskipun telah mengisapnya lewat rokok Damun belum merasakan aki
batnya apakah nikmat/ pusing saat ini belun klien rasakan , ]

; < . AL

Dan-lagi msndnpﬁtkin daun ganja dengan tanpa mengelu .

ﬁ!lt‘n'nla-h e e A i o o et
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B Uraian singkat secara kronologis terjadinya perkara ,

JlLgfenatut péﬂglknan:klian/tarsangka bahwa klian telah kenal se
lama dengan Sugeng- Riadi ( tersangka) sejak masih 41 SD dan sat

sekolah di Sanawiyah serta pernah sama sama ke Pondok Pesantren

Sukorejo 4.3 tahun-..yntuk itu apapun yang terjadi terhadap diri
' gzng RiadT. ,-klien pasti diberitahu, termasuk pada saat Sugeng m

patkan daun. ganja:.

Empat hari ﬂaaudah,iebaran klien dafang kerumah Sugang denga

maksud minta daun ganja yang telah didapatnya , dan oleh Sugeng

en diberinya 4 0,5 gram , selanjutnya dibawa pulang dengan tanpa
pengetahuan orang tua , pada saat merokok daun ganja tersebut di
sukkan kedalam rokok Surya dan diisapnya namun klien tidak mera

apa apa ,nikmat atai pusing’tidak dirasakan .
Pada tgl. 23 Januari 2000 klien meminta lagl kepada Sugeng ,

mun dijawabnya . mungkin sudah habis » namun demikian coba datang
rumah barangkali-masih ada , masalahnya lupa menimpannya . Akhir
pada saat klien datang lagi kerumah Sugsng dan dicarinya daun ga
tersebut teranyata masih ada dan diberikan semua kepada klien ,

.klien daun ganja tersebut dimasukkan kedalem saku celana .

Pada saat mau berangkat sekolah EKlien bermaksud mengambil ua;
disake clana yang dipakai pada saat ke Rumah Sugeng dan menjadi
‘tu-dengan daun ganja tersebut , tanpa disadari terbawa dan dimas:
-kan kedalam' saku clana geragam sekolah » Pada saat pulang sekolal
sampal di. Kauman / J1. wilis ada razia yang dilakukan oleh Polri
sshingga klien terjaring dan digledah dalam clana kedapatan nang
Rp. 5000,~ beserta daun'ganja , yang Belanjutnya klien dimintai }
‘terangan di Polres dan meugaku terus terang bahwa daun ganja ters
but didapat dari temannya bernama Sugeng Riadi dari Ds. Mocdangan

karang sambil menunggu proses persidangsn selanjutnya .
akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien .

1. Terhadap diri klien sendiri - Sejak tertangkapnya klien Tel. 24
Jaouari fUUU-E]ien diTakukan penahanan sampal sekarang , disam-

ping itu sejak itu klien tidak biga menglkuti pelajaran diseko-

1sh . |
2. Terhadap keluarga klien
dan selalu membantu pekerjaan orang tua dirumah , baik momong

adik perem,uannya yang masih kecil maupun melayani orang mambal

3. Terhadap masyarakat/perangkat Desa cetempat :
Pada, K saat petugas bertemu dengan E=spala Desa setsmpat , me

rasa keheranannya mengingat eelama ini kiien menunjukkan sikap

dan tingkah laku yang baik ( Surat keterangan terlampir

Namun demikian peristiwa tersebut dapat digunakan sebag pari
ngatan terhadap masyavakat sekitar untuk meningkatkan kontrol
terhadap anak anaknya sehingga tidak aan terjadi seperti yang
dialmi oleh klien .

YAT HIDUP ELIEN :

iwayat pertumbuhan : Menurut keterangan dard kedua orang tuanya
ahwa EIfun Iahir dalam usia kandungan normal dibawah pertolongan

idan , yang sampal saat ini pertumbuhannya dapat berjalan lancar

tan berjalan dengen normal .

iwvayat kesehatan : Demikian pula riwayak kesehatan klien yang
¢jak masih kecil jarang menderita sakit , dan sampai saat ini %14
n tidak ada tanda tanda menderita suatu pengakit Yang dapat memba
ayakan bagi dirinya ,

iwvayat pendidikan : .

. Disekolah : Pada usla sekolah klien disekolahkan mulail dari 7I,
.SDy Seanawiyah , dan saat ini klien telah duduk di ST Klas I

ntrmatdF A1 Tamanmall wame mannrnd Fatoaromcan Mo maleaYak £ —

ada hari itu juga Jam + 16100 wWIB ( Jam 4 sore ) Sugeng Riadi di
gempnt Polisi dan berakhir keduanya dilakukan ponahanan sampal se

: Plbak orang tua pontang panting dan b
ngung. mengingat selama ini klien tidak menunjukkan kenakalannya
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¥4 «b;1gﬁnilin5§%n = keluarga : Pihak keluarga berusaha untuk me
1dik klien:dengan baik , lewat jalur Agama yang dianut
'¥ukni;jgﬂinilalanf]akni mengikut serta klien dalam kegis
- an keagamaan yang-diadakan di Desanya , bahkan pada sas

duduk di‘ tingkat SMP /Sanawiyah klien pernah mengikuti
pondidikan di Pondok Pesantrem Sukorejo + 2 tahun bersa-

Sugeng Riadi . -
b.2. Dilingkungan masyarakat :

- Menurut Keterangan Kepala Desa Penataran bahwa ling-
kungan ditempat tinggal klien cukup balk , masyarakatnys
islami yang menjunjung tinggi nilai nilai Agama , terma-
suk klien aktif didselamnya , dan pih~% Kepala Desa sendi
ri tahu benar terhadap klien kalau . watan sering bersa-
ma dan tidak ada tanda temda kenakalan ( Surat kesteranga

terlampir .

ANDANGAN MASA DEPAN :

Klien setelah selesai perkaranya nantil , beruisaha untuk tetap
elanjutkan sekolahnya sampal tamat dan akan :mengikuti jejak kakak
ya yang saat ini kuliah di Surabaya .

ANGGAPAR KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIATAMI :

rlien benar benar menyesal atas psrbuatan yang gelgma ini se-
alu merepotkan orang tua , tanpa sepengetahuan orang tua dam akl-
.atnya saat ini bisa dirasekan yakni mendekam ditahanan , untuk itu
‘14en berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

EADAAN KETUARGA :

. Riwayat perkawidnan orang tua : Orang tua klien menurut keterang
annya melaksanakan perkawlinan pada tahun 1975 , ayah klien dari
L0doyo , Ibu dari Kademangan , dalam perkavinannya sampai saat
ini telah dikaruniai 3 orang anak dua laki-laki dan satu peremb
puan adik kllen yang usianya baru 4+ 1 tahun , adapun klien ter
masuk anak ke dua .

', Relasi sosial dalam keluarga :

Relasi sosial dalam keluarga kl#en dagat terjalin dengan ba-
ik, baik antara orang tua dengan anak maupun antara klien dengan
saudara saundercnyz , klien sering membantu orang tua momong adik
perempuannya .
ﬂpllai keluarga dengan lingkungan masyarakat ;

Menurut keterangan Kepala Desa setempat bahwa hubungan sosl
al keluarga dengan lingkungan magyarakat sekitar dapat terjalin
dengan baik, dapat menyesaaikan diri dengan lingkungan sekitar
dan supel dalam baggnul , keluarga aktif dalam kegiatan kemasya-

:I'.‘Ik.ll't an .«

}o Keadaan sosial ekonmoml keluarga :
 Menurut pengamatan petugas pada saat melkuksn penelitian
bahwe keadasn sosial ekonomi keluarga tergolong cukup , pengha-
silan sebagai bakular gumping cukup untuk memenuhi kebutuhan se-
hari hari .

. Ksadasn rumah :

Tanab dan rumah yang ditempatl keluarga adalah milik ayahaya
letaknya dipinggir illnn besar , bentuknya premanen, lantal ke-
ramik , penerangan listrik alir sumur , perabot rumah tangga cu
kup baik dan tertata rapi dan bersih .

JADAAN LINGEUNGAN MASTARAKAT :
strata kehidupan war a Dena Pepnataran iing gebagalan bepar wargs
ra sebagal peta bur buruh serta bakulan rata rata keadaan s0

lal skonominya sa&nng ’ Eehidupan beragama mayoritas Jalam yang
et .o . - mtledmm =mla Fahiduman Fagotong rTovam~="

‘e
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:1. manggapan keluarga : Pihak keluarga / nyah ibu dan saudara 4

ranya merasa kaget, bingung dan tidak percaya kalau klien a
. anaknya melakukan perbuatan melanggar Undang Undang Narkotik
' mengingat selama ini benar benar tidak pernah berbuat macam
cam dan ti&nk ada tanda tanda mereka nakal , kalau disuruh o
tua ‘menurut ', sehingga diluar dugasn ‘serta tidak nangirn gsam
kall kalau melakukan perbuatan tersabut .

2., Tanggapan masyarakat/perangkat Desa setempat :

Pihak masyarakat ysng diwakili oleh Kepala Des=a Penatara
juga merasa heran mendengar klien melakunkan pelanggaran huku
dan tidak mengira sama sekali kalau anak tersebut berbuat d
mikian , mengingat ¥epala Desa tahu benar seharil harinya ba
dan' tidak -ada-tanda tanda nakal , rajin ibadah ( Surat keter
ngan terlampir ). Untuk memohon kepada pihak berwajid untuk
memberikan keringanan saksl terhadap klien / anak terssbut a
hingga seszra dapat menglkutl pelajaran disekolah .

IESIMPULAN DAN SARAN SARAN :

1. !£EEE‘Fn : Dari data data yang petugas peroleh pada szsat mel
sanakan peuslitiam balk darl klien sendiri, orang tua klien ,
guru STM Ismangil serta Kepila Desa Penataran , maka petugas ¢
pat menyimpulkan ssbagal latar belakang permasalahan klien ads
lah sesbagal berikut :

a. KFurangnya kontrol/ pengawasan dari pihak orang tua dam pihs
orang tua klien terlalu percaya kepada anaknya / klien .

b. Peogaruh lingkungan pergaulan dari teman temannya .

¢. Tau temamnya mempunyai ganja , klien ingirn mencoba khasiat
nya yang sampal saat ini belum pernah merasakan apakah itu
pusing atau nikmat pada hal telah menghisapnya .,

i d. Flien mendapatkan bnrang tersebut dengan mudah , atau tanpa
! mengeluarkan uang .

e, Klien baru pertama kali melakukan / merasakam ganja , dan
nerasa menyesal mengingat akibatnya klien sampai saat ini
ditahan oleh pihak berwajib , untuk itn klien berjanji tida
akan mengulangl perbuatannya lagi .

2, Saran Faran :

Dengan tldak mengursangl kKewenangan Sdr. Hakiz Yang terhorma
didalam memutus perkara yang terdakwanya masih dibawah uzur 18
tashun , dengan berpedoman pada Ps. 25 dan Pa. 22 UUNo.3Th 1397
tentang Pengadiian Ansk , yaug pada pricsipnya sanksi vang dapa
dijatuhkan kspada anak dibawak umur yakni berupa Pldaaa atau
Tindakan .

1 : Mengingat perbuatan klien dalam perkara tersebut sebagai pe

f‘"iakai yang baru pertama kali dilakukan dan tslum sampai kecan=-

"  duam., disatu.sisl klien masih dibawah umur dan statusaya masih
sebagai Pelajar STM , maka petugas perpendapat mmymgyaxyaxkitsy
demi perkembangan dan pembinaan kllen smelanjutnya maka Elien

8. Dijatuni pidana bersyarat sebagaimanz tercactus daiam Ps, 29

(1) UU No. 3/1997 dengan pidana pokok 6 Bulan dengan masa
percobaan 1 tahun dengan purtimhangnu 3

2.1, Klien diberi kesempatan untuk memperbdbaiki diri diluar
LP / dilingkungan keluarga atau masyarakat dengan penga
wasan dari Pembimbing Kemasyarakatan BEAPAS ( Ketentuan

Ps. 34 ayat 1.b UU No%/1997

2.2. Klien bisa meneruskan sekolahnya di STM yang saat ini
! sudah duduk diklas I Otomotcp.

. 4
L
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s - ginya’ lebih baik .
-, @4s Un¥uk menghindari pengaruh negatif / kurang baik yang at

e

#a¥d, nya dard Nara pidana didalam IP. yang sulit @ibina .

. bs Bilamana alternatif tersebut diatas tidak memungkinkan dikax
: nakan oleh penyebab lain, dan klien harus dipidana penjsra ,
ka seyogyanya klien dijatuhi pidana Pokok berupa pidana pen
tapl yang seringén ringannya / tidak terlalu jauh dengan lenm
klien ditahan , dengan pertinbangan :
b.1. Dengan dipidana ringan sudah cukup sebagal pPengajaran k
untuk tidak lagi melakuken perbuatar melanggar hukum .,

b.2. Dengan dipidana ringan sedikit banyak telah memenuhi ra
keadilan yang smat ini'didamba dasmbakan olash masyarakat

b.3. Klien statusnya masih sebagal pelajar , sehingga sesege
mungkin untuk masuk sekolah ksmbali .,

Kediri Tgl. 25 Pebruari 20

MENGETAHUI Femb. femasyarakatan,
KEPALA. B A'P A S KEDIRI [ i
T T ﬂ Pofle.. © 2
I ) [ &ff%_.______
N e ———
V\—\ \SYEIRIN, sH.
“NFP : 040 018 051 .
H ADI, SH
40 020 628,
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I 075 Rage Moo 00428/1992 CSL
: ' PENCATATAN SIPIL
( WARGA NEGARA .. INDONESTA )
KUTIPAN
-~ AKTA KELAHIRAN
No, 20428/157/1992
Dard dallar . i .. K FJA]HIMHISPHEHA Lenlang kelaliran
menurut Stbid 3:?,2.‘{.},.:.".‘3!*. f2% ¥0s Se 1927 No. 564 i oiamgcya Blitar
ternyata, bahwa di .. —— o BLITAR —o
pada tanggal . . .  dua helas OKTOEER . S
seribu sembilan ratus delapan .F"“l*:f."'.,.d.“."" AR -yt elalt Lahir
)

EURTANTO —

anak laki-laxi dard suami-istrd ;: MASMURT ——, dam

PATTUN

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hisi ini
SR tanggal ......dwa.pulvh, scubilan PESRIAR

seribu sembilan ratus ..Sembilan puluh dua

. Kantor (_:i!uIH“n Sipil
gya Dati II Blitar

e
1

-.'_'_'____H;;‘«-‘lfx’mn.mmh Drs
NIP. 510 029 &B7

B S e
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DESA PENATARAN

SURAT RETERANGAN

0. T?]f@ifﬂj?xfubu

Yang vertanda lgngan dibawsh i»i kami e
teran, Recumatan Nzlegok, Yaburaten Daerah Tinskat ] [Tliar ma-
nerangkan dengan s2benarnys hahws

R e ! SBueianto

£

Tempat tgl. lehir ; Blitar ; 12 Ckichar 1062

Wama Crang tua : ¥ashuri
Tekerjuan : Swasts

nataran “glegek Hlitar

e
-
B
=
117 ]
ct
Lo |
e
)
¥
e
]

Anak sersetut digtas adslsh pendudul ﬂesa Tengtaran as
gselama menjsdi penduduk 13 a Tenasieran adad wiadednyae baik ser
_ta tidak pernah terlibat kepakalan repmsja.

Demiliian surat keterangan ini dibuat untuk dzpatnys di-

rergunakan sebaik - baiknya.

22 Tehraari 2000
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KO. 79 /Pid. B /188°Ypx, p1¢,

» DEMI KEADILAN BERDASARKAN EETUHARAR YANG MAHA ESA *®

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-periars pidana —

: BOCATE f}ﬂgkpﬁ/hiuna dalam tingkat pertama, telah menjatuhken putusan —

" gebagal berilkut dalam perkara ¢ - —
. Mama lemgkap : SURIANTO BIN MASHURI.
l Tempat lsaliir t HBlitar.

: Gwur/tanggal lahir s 18 tabun / 12 Oktober 1582,

¢ Jenia kelamin : Laki-laki.
HT.[&b&nEBﬁan 3 Indonesia,
b Tempat tinggal ; Dssa Penataran LT 02 HW 06, Ksc. Nglegok, Eab, Blitas
' Agama g Imlam,
Felajar.

|| Pekorjaan

Tardalwa ditahan di Rumeh Tahanan Negara sejak tAngg2l ....csccsces

Pengndilan Negeri tersebut | —————cem—meeceeeaaea- =

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan j -—- -

Telah mondengar keterangan terdakwa serta para sakei di persidangan

Telah mondengar pula tuntutan pidana Penuntut Usum yang pada pokok-

nya berpendapat bahwe kesalahan terdakwa, yang didakwakmn kepadanyn,
telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dan oleh karena itu, ninin agar
kepada terdakwa dijatud{ hukuman penjara selama LA (deloven). PRIAR . aase
s ddo donda pobesar. Rp .. 100. 000, . {2AXAtu8 4R . TURIER) . seeeersncccranns
~ dongan perintah terdakwa tetap ditahan, serta mombaysr cagkos perkara ——
BODEOAT wavasnass HP-.J.Dﬂp-r.LFPJ?U¥k.HRHiHH} ......... e R o B A
Barang bukti berupa s .J.{(sAtn). paket dayn gande.eebersd, Oo0, BFAR 84 o0
raopaa untuk dinuepabEAN . . ot iiiisa i aaans P s - esssscee

I Il R R R R R N O I O O I e e g hEsswydEsss R R R R R L L

TR T R LR R R R R R R N A B A # W @S AR R R AR R R R R A ERERERE S LR
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: Tolah méndengsy) puls BamNalAsD: £R5E - FRRASORE Hx TR x st
+34 mmﬁxﬂﬂixiiw + {mporan -Fenel i tian: Kemasyareiadearr yons
: -d.jtb.,uin‘t .q%!@n??;?sggl MP}# ?PP&H;BJ-%%EH;E%E pEEd-:}-r}q ji I E TR R R NN N 4‘; [EE R E RN

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Permumiut Unum telah didakwa ———

s atas dakwaan seperti terasbut dalam surat dakwsan Penuntut Umm ———

.:I mgﬂl -1‘1 IEEF??-?P?P!-# ------ 'EERER R P R

Menimbang, bahwa terdakwa dimuks peraidangan telah mengalmi ——

pecars terus terang / mumgithx atas dakwasn terssbut j ——----—m—=

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar sebanynk .2. .“P.u.".]”.

orang saksi yang masing-masing bername t ,SURANI. dan SUGENG RIYALL..ss

(pedangkan satu orang saksi{ dibacakan)

.;-.;....1-4:1---.-1-- ------------------------ itil-i‘llittlli...ii

dibawah sumpah pada pokoknya aenorangkan gepertl apa yang tarsebtut ——

dalam berita soara persidanger yang untuk anperluayas dianggap dan
l'lﬂﬂjﬂdi bagian pula dalam putusan ini ; I E——————

Menimbang, bahwa selainp saksi-sakeil tersebut diates dipersidangan

telah pula diajukan sebagnl barang bukti yaitu ...‘.iﬂr'-.ﬁl.). pAket Aaug ..

Menimbang, bahwa Majella Hakim Pangadilan Negeri berdasarian —
alat-alat bukti terssbut diatas (eaksi-sekal d411,) setelah dibubungkan

dengan katarangan terdakwa sendiri di persidangan serta bareng-barang -

bukti yang ada, ternmyata ada Fubungar/persesnaian antara yarg patu ——
dengan lainnyn, maka Majelis Hakim berpendapat Lahwa kesalahan terdakwa
atas perbtuatan yang didakwakan kepadanya, telah terbukti dengan sah dan

manyakinkan, bahwa ia terdakwa telah bersaluh melakukan kejahatan —=

__-.-.-._._——.uq-—.._---n-——.——-.....u._—

noperti yang didalowakan dalam perkara ini }

Menimbeng, behwa parbustan vang dianggap turbukti ini ditentukan

dan diancam hukuaan seperti tersebut dalam pasal .f..H. .“'.:'r.l.t. .{.141. _h.u‘r;u‘f‘ -B.'u

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika

T IT IR EE R R R R RN o A AR R B R T B R "N RN R R AR

Menimbang, bahwa oleh knrena terdakwa dinyn takan bersalah telah -
melakukan perbuatan yang didakwakan 1tu, dan haras dijatuhi hukulAn -——=

yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannyn j ———=mcememsTET

o
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Menimbarg, bahwa olsh karena aps yang didakwakan dalam dAKWAAD eeee

';%};rillir sudah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnyu tidak perlu ———

¥ dipertimbangkan lagl ; e
Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang ‘elah dijalani —

‘oleh terdakwa, maka akan diperlakukan baginya panal 22 ayvat 4 KUHAP weee-e

dalam hal ini j - = .

Menimbang, bahwa dalam perkara ind Majelis Halkim tidak melihat ——
adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari
sogala tuntutan hukus, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan —-

picara pldans dalam Bal And g emm o e i e

Henimbang, bahwa mengenai hukuman yong eskan dijatuhkan atas dirl —

terdakwa, Majelis akan meapertizbangkan hal-hal sebagai barikat t ———

1. HAL YANG MERINGANKAN : .%8rddkra belum pernah dihukum, terdakva ber -
18y, popan, dan terus terang selama pemerikssan, i
2- H—'*‘L IAHG W:HEER-ATHH l ;ot_t ------ O eEe e e s e EaE L T T I ] FaaEEaS

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini harus : —

‘Mmmm-!!itiil-# ------------ Tl T T T Y YYTY T T sams )
= Dirampas untuk dimusnahkan ; ~—— — oI
= Irewwpers myodasks Hegeeny ; ————eeoeme e e

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyaiakan bersalah, —
mala Fepadanya harus dihukum pula urntuk membaysr blaya-hiaya perkara inij
Aengingat akan pasal dari Undang Undang yeng tersangkutan ;

KENGCADILI

1. Menyatakan bahwa terdalwa FPRIANTD, RIN MASHUTI.. telah terbukti ——

memil 1ki
secars sah dan meyakinkan bersalah molakukan KeJahathn ee.esseescscess

APNENASAY 4580 e nEeypakap, naTkotika golongan I jenis zania ;. .......

2. Monghulum terdakws oleh karena itu dengan pldana penjara selama ......
A lempat) bulan dan d=nda sebesar Fhp. 160,000 (seratus ribu rupiah)

!!!!! LR R R R RN R R R - 'EEEE R L]

3+ Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangian

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan § ~——ee- - —
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-

3
£ -5+ Nemsrintahian agar barang barang bukti berupa @

-

A e by
et el o w )

- 4, Menetapkan agar terdakwa tetap-baruda dalam tahanun
: aket

I EEE R R R R

J,(sat

o
L
L]
-

dapn £anda .asheret, 0,5, gram dirampas untuk dimusnabkan § ...,

Tl R R R T R R R R R RN R R R R R R R R iasssarmeBlBsssaBenssannnas

\ -_ 6, Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkarn ini sebepar .......

L

fp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

=
[(EEEE RN N |'£pp---§ ..... B EEEE RSSO EEE e EEE S ERasss B LE R Y

Demikianlah diputuskan dodmm wrpetorerruayarsrrianiejsxisrslsh-

|} seirto pada hari 1 . SELASA....... tanggal ..14 .Mave$.2000..... csrsénep
-._ Gl’lh ---l-i{i?i?'?i?:#'sfﬂt -------- & & @ Eabaf,_-ﬁ-i Hald= ;Eﬁfﬂ‘.!':ﬂl R e
.1-_.|.||.-.I-lt-t‘!iiiilli"i'lllliliiﬂli dAN sevacsanssssa TEEE R R R R

- metepmdx Enrtey incim xXnx2s¥8 X putusan mans diucavEan pada hard itu Juga

-- dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh : ...e..d. Vbl FuBhiiceas

Hakim Xmitua tersebut dengan dihadirl oleh ! sieesevecccsaserccsscunanss

dﬂﬂ e e s asseEseseEesdEdissdeeREdESs hﬂym!txmgﬁtg| FEE R R ER RN ERE R L)

JUMINULIAT].esesses Panitera Pangganti pada Pengadilan Negeri

. ANDAR PERDANA W, SH
-_-' Elit-lr. tti--l-n_-!---.--4-’---.--.---- Pl.‘nuﬂ‘t‘llt Ul“- d'&-n tﬂrdlm o SE———
Panitera Pengganti, Hakin ES&IA,

PUDI T MULIATI YUSU P, SE

Hakim Hakim Anggota,
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SALINAN SURAT KEPUTUSAN
( Pasal 226 (2) Yo, 270 K UH A P )

Pengadllan Hﬂferl Blitar, yang mengadill perkara pidana dengan

t blasa/ telah menysatakan bahwa terdakwa bernama
SURTAHLO - 214" wAbAURL

it lehir dil : Blitar Umur/tanggal lahir : 12 Ckfonom 1wid

i kelamin : lakl - lakl/perempuan, Kebangsaan : inu onc-ir

'\t tlnggal : Raco Panatepan 2002 D7 06 Fec. Exlecoly, .ob. Tlit.w.

i Iglan Peker jaan : _ ~elnjar

Terdakwa ftixak/dalam penahanan : Rumnh Tahanan Negara/Rimah/Kota
(itar sejak tanggal : 26 Jo gusri 2000

Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pldana yang didakwakan
lanya menurut pasal : _78 ayat (1) huzuf 5 Und=nc-undens lio. 22,1357 HUHP
b3 _Hemilils ., menunsni. mepesmaolnn orkotila: €ol. L ydenn czngz)

Terdakwa -didebuskanm—dari-—segala~dakwaan/dilepas darl sezala
ttanshukum/dihukum dengan hukuman penjara/kurungan: selama
at) tulan dan denda sebeser fip. 100.000,-

DENGAN MEMERINTAHKAN

Terdakwa tetap dalam penahanan/dttaban/segera dibebaskan dari
anckeculal:>jika—tarharus:ctetap dalam penahanan ‘karena perkara
w i ) < oy

Barang buktl yang disita barupa : L

ram o ivimnks antnlc Odrpsniiisen f ;
: é?n : Hnu !
DENGAN MENENTUKAN i UNIVERSITAS JEMBE J&w
Segenap selama terdakwa dllahan sebe luem——pot Inl memperoleh
itan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dar{ pidana
tbut ;

Pldana - ltu-tidak--usah-di-Jalanl-kecuali-—Jlka -kemudian hari -ada
klh:mﬂ“im:;”ngn'@FF'“-“‘-“'."EJ'!::-Uln:r--;ubs_l_um- masa--percobsan yang
|t.“ff:!ﬁ:'.ﬂ fntes -habl

Blaya perkara i"u:'lltr':ntmn!uur'n kepada Negarax/terdakwa sebesar
Lethi =  Loumdityy =ynjc~h )
Demiklan diputus pada hari : ___ - »» tanggal

b Hakim Ketua~Sidang," 1.

3 R = b Haklm - hakim
ta, dlhadirl cleh byl - Panitera pangganti
ol | ; Penuntut Umum dan terdakwa tsb,

s,
PANITENIA PENGGANTI, HAKIM KETUA SIDANG,
— . :|
ijnmfwgihufﬁ ,f:ﬁauL i
_,—'—"_'-'_'_'—'_'__'_ —

Dlcacai disln! bahwa pu " t pada tanggal :.22 et .
memperoleh kekuatan hukum= karena terdakwa/Penuntut Umum
langgal - telah menoerims balk putusan., Tenggang
plkir plklr darl terdakwa / Penuntut Umum telah hahbls pada
al -_-‘-If'__f ret .

PANITERA PENGGANTI ,

. Sy xﬂ\ f ‘
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